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PENDAHULUAN

Pendidikan Sejarah adalah suatu wahana penting dalam pendidikan suatu bangsa. Suatu
kenyataan yang tak dapat dipungkiri banyak negara di dunia ini yang menempatkan pendidikan
sejarah sebagai unsur penting dalam pendidikan kebangsaan mereka. Hal ini disebabkan adanya
keyakinan bahwa materi pendidikan sejarah mampu mengembangkan sifat dan karakter generasi
muda bangsa. Ketika generasi muda ini menjadi pemegang peran utama dan pendukung dalam
menjalankan kehidupan bangsa maka karakter yang sudah terbentuk pada diri mereka menjadi
landasan kuat dalam melaksanakan peran tersebut. Hal itu terjadi karena melalui pendidikan
sejarah mereka memahami bagaimana bangsa ini lahir dan berkembang, permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bangsa masa lalu, masa kini, dan bagaimana
menyelesaikan berbagai masalah tersebut dan bagaimana mereka belajar dari pengalaman masa
lampau tersebut untuk membentuk kehidupan masa depan menjadi lebih baik dan berdasarkan
sifat dan karakter utama bangsa. Oleh karena itu, pendidikan sejarah memiliki fungsi yang
strategis dalam mengembangkan jiwa dan karakter bangsa dan membangun kehidupan masa
depan yang lebih baik. Jiwa dan karakter bangsa tersebut dijalin dan didasarkan kepada karakter
diri orang perorangan peserta didik yang tercermin dalam visi kehidupan, sikap hidup, nilai dan
kehidupan, kemampuan mengembangkan kehidupan sosial-ekonomi-budaya-agama, dan
pemanfaatan teknologi yang bernilai positif bagi kehidupan. Materi dan proses pendidikan
sejarah dipercaya mampu mengembangkan berbagai aspek potensi kemanusiaan peserta didik
menjadi kualitas yang tercermin dalam kemampuan-kemampuan tersebut.

Sayangnya, potensi besar pendidikan sejarah yang dikemukakan di atas tidak menjadi realita
dunia pendidikan. Alih-alih memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang
dikemukakan di atas, suatu kenyataan yang menyedihkan bahkan dunia pendidikan sejarah
dianggap sebagai sesuatu yang suram, tak bermakna, penuh dengan beban hafalan yang tak
mampu mengembangkan kemampuan berfikir Kritis, tak berkaitan dengan realita kehidupan,
tidak membangkitkan rasa ingin tahu dan kemampuan memenuhi rasa ingin tahu tersebut (study
skills) serta mengembangkan kebangsaan positif. Oleh karena itu, pendidikan sejarah tidak
dianggap sebagai sesuatu yang berhasil menjalankan fungsinya dalam mengembangkan potensi
kemanusiaan peserta didik dan bagi penentu kebijakan memberikan kesempatan yang besar
untuk memposisikan pendidikan sejarah hanya bagi mereka yang tertarik untuk menjadi
sejarawan di kemudian hari.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa terjadi kesenjangan antara potensi dengan
realita pendidikan sejarah sebagaimana diungkapkan di atas? Faktor-faktor apa yang
berpengaruh sehingga proses pendidikan sejarah berkembang ke arah yang tidak sejalan dengan
potensi pendidikan sejarah? Pertanyaan yang lebih penting lagi apakah ada harapan dan
kemungkinan bagi pendidikan sejarah untuk menjadi wahana pendidikan umum bagi anak
bangsa selain wahana pendidikan bagi peminat disiplin ilmu sejarah?



WILAY AH PERMASALAHAN PENDIDIKAN SEJARAH

Secara konseptual wilayah permasalahan pendidikan sejarah dapat dinyatakan sebagai berikut:
- filosofi pendidikan yang menjadi dasar pendidikan sejarah
- kedudukan dan tujuan mata pelajaran sejarah
- materi pendidikan sejarah
- proses pembelajaran pendidikan sejarah
- evaluasi hasil belajar sejarah
- guru sejarah
- peserta didik
- masyarakat

Wilayah permasalahan tersebut saling terkait dan terkadang bersifat reciprocal. Oleh karena itu
penyelesaian permasalahan pendidikan sejarah harus berkenaan dengan ketujuh aspek dalam
wilayah permasalahan tersebut.

1. Filosofi Pendidikan Sejarah

Sering orang tak sadar betapa filosofi yang digunakan dalam pengembangan pendidikan sejarah
berpengaruh dan menentukan mengenai berbagai aspek pendidikan sejarah terutama tujuan,
materi, proses, dan evaluasi hasil belajar. Perubahan dan pengembangan kurikulum pendidikan
sejarah, dan pendidikan lainnya juga, menunjukkan bahwa orang lebih mempedulikan perubahan
pada materi ajar, proses, dan terkadang evaluasi tidak pada perubahan dalam filosofi. Padahal
filosofi itu yang menentukan arah, materi, proses, dan hasil pendidikan sejarah. Perubahan
materi, proses, dan alat evaluasi tanpa mengubah filosofi hanya akan mengubah aspek-aspek
pendidikan sejarah tersebut dalam label-label dan tidak dalam hakiki dari perubahan yang
dirancang. Label-label tersebut akan dibaca dan diartikan dalam makna sebagaimana sebelumnya
yaitu filosofi yang digunakan oleh para pengembang kurikulum ketika melakukan konstruksi
dokumen kurikulum; oleh para guru yang mengajar sejarah ketika merealisasikan rancangan
dalam dokumen kurikulum menjadi realita kurikulum, dan ketika melalukan asesmen terhadap
hasil belajar pendidikan sejarah yang dimiliki peserta didik.

Kesadaran mengenai pentingnya kedudukan filosofi dalam pendidikan menyebabkan Tanner dan
Tanner (1980), Schubert (1986), dan Oliva (1997) menyatakan bahwa proses pengembangan
kurikulum (pendidikan sejarah) harus dimulai dengan perubahan filosofi pendidikan.Tanner dan
Tanner (1980) menyebutkan bahwa filosofi kurikulum adalah both a source and an influence for
educational objectives and curriculum development (Tanner and Tanner, 1980:103). Sementara
itu, Schubert (1986:116) menulis:

Philosophy lies at the heart of educational endeavor. This is perhaps more
evident in curriculum domain than in any other, for curriculum is a
response to the question of how to live a good life. . . . John Dewey (1916)
supported this emphasis when he suggested that education is the testing
ground of philosophy itself.



Menyadari pentingnya posisi filosofi tersebut dalam pengembangan kurikulum maka Oliva
(1997:190) dalam bukunya yang berjudul “Developing Curriculum’ menulis:

The curriculum committee should be cognizant of the major principles of the
leading schools of philosophy, particularly essentialism and progressivism. They
should know where they stand as individuals and as a group in the philosophical
spectrum. They may discover that they have adopted, as have perhaps a majority
of educators, an ecclectic approach to philosophy, choosing the best from several
philosophies.

Oleh karena itu sebagian problematika pendidikan sejarah disebabkan oleh perubahan kurikulum
baik dalam bentuk dokumen terlebih lagi dalam bentuk proses pembelajaran tidak diwarnai oleh
perubahan pandangan filosofi. Label-label baru yang digunakan dalam kurikulum pendidikan
sejarah tidak memiliki makna sebagaimana label itu diartikan dalam pandangan filosofi yang
menghasilkan label tersebut. Akibatnya, pendidikan sejarah tidak mengalami perubahan walau
pun “perubahan” kurikulum telah dinyatakan terjadi. Kurikulum baru menjadi kurikulum lama
dalam jiwa tetapi baru dalam nama/label.

Pandangan filosofi yang mendominasi pendidikan sejarah adalah esensialisme yang
menghendaki sejarah diajarkan dalam bentuk utuh disiplin ilmu sejarah. Ketika terjadi perubahan
kurikulum pada tahun 1975 dan kemudian tahun 1984 dan 1994 maka ada upaya untuk
mengubah pandangan filosofis yang digunakan. Kurikulum 1975 menggunakan pandangan
perenialisme yang memperkenankan adanya mata pelajaran yang tidak lagi menggunakan label
murni disiplin ilmu sehingga ada IPA dan IPA untuk kurikulum SD, SMP, SMA, dan SMK.
Sayangnya, perubahan ini tidak dikembangkan sebagai suatu kesadaran sebagaimana yang
dikemukakan Oliva (1997) di atas sehingga guru mengalami kesulitan dalam menerapkan
kurikulum IPS dimana sejarah menjadi salah satu komponen penting IPS. Pada tahun 1984
kebijakan kurikulum mengambil sikap yang berbeda dimana untuk SD dan SMP digunakan
pandangan filosofis perenialisme sedangkan untuk SMA digunakan filosofi esensialisme.
Kurikulum SMK tetap menggunakan filosofi perenialisme. Posisi filosofi untuk kurikulum 1984
dipertahankan pada waktu kurikulum 1994 dikembangkan. Permasalahan yang sama terjadi
sebagaimana pemaknaan filosofi pada kurikulum 1975 dan 1984 sehingga perubahan filosofi
adalah kembali kepada sudut pandang filosofi esensialisme walau pun namanya ada yang
perenialisme dan oleh karena itu sejarah diajarkan terpisah dari komponen ekonomi dan
geografi. Jadi dalam realita sejak 1975 tidak terjadi perubahan pandangan filosofi bahkan guru
mendesak agar sejarah tetap diajarkan secara terpisah sebagai sejarah dan tidak sebagai bagian
dari IPS.

2. Kedudukan dan Tujuan Pendidikan Sejarah

Ketika bangsa ini carut marut dengan kenyataan kehidupan yang mengancam keutuhan bangsa,
kurikulum sejarah masih tetap pada jalur berfikir semula. Pertanyaan mengenai fakta sejarah
seperti nama pelaku, tahun terjadinya peristiwa, hama peristiwa, tempat dimana suatu peristiwa
terjadi, dan jalannya peristiwa merupakan pertanyaan penting dalam pendidikan sejarah.



Pandangan esensialisme dan perenialisme yang berakar tunjang dan menghujam ke bumi selama
lebih dari setengah abad memberikan pohon wawasan dan kebijakan kurikulum yang kokoh.
Ketika masyarakat ini penuh dengan kenyataan pahit seperti korupsi, kemiskinan, ketidakstabilan
politik, kerencanan sosial, mental menerabas, semangat penipuan yang terhunjam dari atas ke
bawah, kurikulum tidak merespons secara mendasar dan konseptual. Pandangan esensialisme
dan perenialisme yang digunakan telah membatasi permasalahan yang menjadi kepedulian
pendidikan dan kurikulum yang dikembangkan sebagai jawaban pendidikan terhadap masalah.
Bagi pendidikan masalah penguasaan ilmu yang harus diurus adalah ilmu yang sudah jadi
(formal knowledge) sedangkan kenyataan sosial adalah sesuatu yang menjadi kepedulian ilmu
untuk nantinya dikembangkan sebagai formal knowledge. Sebelum menjadi formal knowledge
maka masalah sosial, budaya, ekonomi, politik bangsa bukan kepeduliaan pendidikan dan
kurikulum.

Oleh karena itu permasalahan dalam pendidikan sejarah berkenaan dengan tujuan pendidikan
sejarah, materi pendidikan sejarah, proses pendidikan sejarah dan asesmen hasil belajar sejarah.
Keempat kelompok permasalahan ini memang permasalahan klasik dan sayangnya keempatnya
masih menjadi masalah dominan dalam pendidikan sejarah. Atas dasar itulah maka tulisan ini
berfokus pada keempat masalah tersebut.

POTENSI PENDIDIKAN SEJARAH DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

Potensi apa yang dimiliki oleh pendidikan sejarah? Dalam tulisan lain, Hasan (2008a)
mengemukakan bahwa pendidikan sejarah memiliki potensi sebagai berikut:

- mengembangkan kemampuan berfikir kritis;

- mengembangkan rasa ingin tahu;

- mengembangkan kemampuan berfikir kreatif;

- mengembangan sikap kepahlawanan dan kepemimpinan;

- membangun dan mengembangkan semangat kebangsaan;

- mengembangkan kepedulian sosial;

- mengembangkan kemampuan berkomunikasi;

- mengembangkan kemampuan mencari, mengolah, mengemas, dan mengkomunikasikan
informasi.

Khusus mengenai kepahlawanan dan semangat kebangsaan, tulisan tersebut (Hasan, 2008a)
menguraikannya sebagai berikut.

Peristiwa sejarah penuh dengan tindakan kepahlawanan (Jackson, 2003). Pada dasarnya tokoh
sejarah adalah pahlawan dan pemimpin bagi masyarakat dan bangsanya. Pahlawan dan
pemimpin itu mungkin melakukan sesuatu yang penuh keberhasilan tetapi juga mungkin
melakukan sesuatu yang tingkat keberhasilannya tidak tinggi atau bahkan gagal. Pembelajaran



sejarah dapat memberikan pemahaman mengenai seorang pahlawan dan pemimpin yang
berhasil, kurang berhasil atau gagal. Berdasarkan kajian tersebut peserta didik yang belajar
sejarah dapat memikirkan sesuatu yang lain dari apa yang sudah dilakukan para pahlawan dan
pemimpin tersebut. Peserta didik dapat menjadi ”pahlawan” dan pemimpin dengan mempelajari
apa yang terjadi di masyarakat/ bangsanya, mencari solusi, dan merencanakan tindakan
kepahlawanan dan kepemimpinan untuk menerapkan solusi tersebut. Mungkin saja tindakan
tersebut berupa suatu konsep yang tertuang dalam bentuk tulisan. Kreativitas dalam
pembelajaran sejarah dapat dilakukan dengan menerapkan “if history” sehingga peserta didik
dapat melakukan kajian mengenai konsekuensi dari sebuah peristiwa sejarah yang dibuat dalam
bentuk if history”.

Kepahlawanan dan kepemimpinan bukan hanya miliki kehidupan politik dan hanya dapat
dilakukan dalam posisi politik. Kepahlawanan dan kepemimpinan terjadi pada setiap dimensi
kehidupan masyarakat. Kepahlawanan dan kepemimpinan terjadi dalam kehidupan ekonomi,
sosial, budaya, kesenian, olahraga, ilmu, teknologi, kehidupan agama, pertanian, transportasi,
dan sebagainya. Semakin luas dimensi kehidupan yang jadi materi pendidikan sejarah semakin
banyak kesempatan peserta didik untuk menjadi pahlawan dan pemimpin berikutnya. Semakin
luas dimensi kehidupan yang jadi materi pendidikan sejarah semakin dekat peserta didik dengan
kepahlawanan dan kepemimpinan itu dan semakin tinggi tingkat “persaingan” untuk menjadi
pahlawan dan pemimpin berikutnya dalam berbagai dimensi kehidupan di masyarakatnya. Makin
banyak pahlawan dan pemimpin maka sikap dan potensi mereka akan menjadi contoh yang dapat
membangun kehidupan masyarakat yang makin baik, mereka semakin berlomba untuk
menciptakan berbagai kreativitas yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya.

Dalam tindakan kepahlawanan dan kepemimpinan terdapat kesediaan bekorban. Bekorban ketika
apa yang menjadi tujuan gagal, bekorban ketika orang tersebut harus melakukan sesuatu yang
belum tentu berhasil. Kesediaan bekorban adalah dasar dari kepahlawanan dan kepemimpinan
dan oleh karena itu harus dikembangkan dalam pendidikan sejarah. Kesediaan bekorban adalah
suatu kualitas manusia yang harus dimiliki setiap peserta didik untuk menjadi pahlawan dan
pemimpin. Peristiwa-peristiwa sejarah dapat memberikan pelajaran yang sangat berarti dalam
pengorbanan dan tindakan kepahlawanan dan pemimpin tersebut. Permasalahan yang terjadi
adalah pendidikan sejarah hanya meminta peserta didik menghafal nama pahlawan dan
pemimpin, angka tahun tindakan kepahlawan dan pemimpin tersebut, dan hasil dari tindakah
kepahlawanan dan pemimpin tadi sebagaimana mereka harus menghafal mengapa tindakan itu
terjadi. Pendidikan sejarah tidak melakukan proses pembelajaran yang lebih lanjut dengan
melakukan kajian yang lebih mendalam dengan mengajak peserta didik mendiskusikan berbagai
hal berkenaan dengan kepahlawanan dan kepemimpinan dilanjutkan dengan tindaklanjut dari apa
yang telah dikaji untuk kehidupan masa kini. Tentu saja guru sejarah harus menentukan
peristiwa-peristiwa mana yang akan digunakan untuk melakukan kajian kepahlawanan dan
kepemimpinan ini.

Membangun sikap dan semangat kebangsaan adalah potensi pendidikan sejarah yang banyak
dibahas para akhli. Hampir dapat dikatakan setiap tulisan mengenai tujuan pendidikan sejarah
maka para akhli tersebut tidak lupa menyebutkan membangun sikap dan semangat kebangsaan
sebagai salah satu atau bahkan tujuan utama pendidikan sejarah. Sayangnya, pada kenyataan
pendidikan sejarah tujuan ini hanya menjadi sesuatu yang normatif, tercantum dalam tujuan



tetapi tidak dikembangkan secara “adequate” dalam proses pembelajaran sejarah. Pendidikan
sejarah sering bersikap “’take it for granted” bahwa dengan belajar berbagai peristiwa sejarah
“nasional” peserta didik akan memiliki sikap dan semangat kebangsaan yang tinggi. Sikap “take
it for granted” ini tidak boleh dilanjutkan karena dengan sikap yang demikian maka sikap dan
semangat kebangsaan tidak terbentuk.

Lebih lanjut, Hasan (2008b) menulis potensi besar pendidikan sejarah untuk mengembangkan
jatidiri bangsa. Pendidikan sejarah adalah wahana yang memberikan kesempatan kepada
generasi muda untuk melakukan proses identifikasi diri sebagai anggota bangsa ini. Oleh karena
itu untuk pendidikan wajib 9 tahun haruslah ditentukan materi yang minimal dan proses
pendidikan sejarah yang efektif dalam mengembangkan jati dirinya sebagai anggota bangsa ini.
Kegagalan dalam proses ini akan menimbulkan ketegangan-ketegangan antara anggota bangsa
satu dengan lainnya, antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya dan memiliki
potensi disintegrasi bangsa.

Proses identifikasi ini sangat penting dan menentukan berapa besar derajat pemilikan jatidiri
yang dilakukan. Semakin efektif proses identifikasi ini semakin tinggi pula derajat identifikasi
yang dicapai. Semakin tinggi derajat identifikasi yang dimiliki maka derajat kepemilikan suatu
peristiwa sejarah sebagai bagian dari memori bersama seorang sebagai anggota bangsa makin
tinggi pula. Oleh karena itu Sartono Kartodirdjo (1997:118) mengatakan pentingnya pentingnya
sejarah bangsa untuk menjawab "siapa diriku”. Cartwright (1999:44) juga mengatakan bahwa
"our personal identity is the most important thing we possess.” Lebih lanjut, Cartwright
menyatakan bahwa identitas pribadi atau kelompok tersebut "defines who and what we are. The
way we feel about ourselves, the way we express ourselves and the way other people see us are
all vital elements in the composition of our individual personality”. Atas dasar pentingnya
proses identifikasi diri maka pemilihan peristiwa sejarah untuk dipelajari peserta didik Wajib
Belajar 9 Tahun harus lebih cermat dan penuh pertimbangan pedagogis.,

Pemaknaan dan pewarisan nilai dari peristiwa sejarah yang terjadi di suatu wilayah Indonesia
harus juga menjadi warisan peserta didik sebagai anggota bangsa. Pemaknaan dan pewarisan
nilai itu menjadi bagian dari kognitif dirinya untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai suatu
nilai-nilai yang diapresiasi dan dimasukkan menjadi warisan. Pemahaman yang baik terhadap
suatu peristiwa sejarah akan menghasilkan secara akumulatif memori kolektif bangsa yang baik
pula. Semakin baik kualitas memori kolektif bangsa yang dimiliki seseorang dari pelajaran
sejarah semakin baik pula apresiasi terhadap peristiwa tersebut. Pada gilirannya, apresiasi yang
baik menjadi landasan yang baik bagi identifikasi dirinya. Artinya, proses identifikasi harus
terjadi melalui proses pengembangan pemahaman, penghayatan dan apresiasi terhadap peristiwa
sejarah untuk kemudian menjadi memori kolektif bangsa yang menjadi miliki dirinya. Memori
kolektif itu yang kemudian dikembangkan menjadi dasar bagi identifikasi dirinya sebagai
anggota bangsa dan pemahaman terhadap jati diri bangsa.

Dengan demikian proses identifikasi merupakan proses lanjut dan bahkan dapat dikatakan
sebagai bagian utama dalam pembentukan kepribadian peserta didik melalui pendidikan sejarah.
Selain mengembangkan kemampuan-kemampuan dalam ranah kognitif, arah pendidikan sejarah
harus menjadikan pengembangan kepribadian melalui proses identifikasi dirinya sebagai anggota
bangsa dan pemahaman jati diri bangsa sebagai tujuan yang penting. Pendidikan sejarah bagi



peserta didik Wajar 9 Tahun adalah pendidikan dasar dan pada jenjang inilah keberhasilan
pendidikan sejarah dalam mengembangkan kepribadian peserta didik harus diukur dalam
keberhasilan mengembangkan memori kolektif, proses identifikasi diri sebagai anggota bangsa,
dan pemahaman yang positif terhadap jati diri bangsa. Jika ada penduduk usia 7-15 tahun tidak
mengikuti pendidikan sejarah maka ini merupakan kerugian besar bagi bangsa.

POSISI PENDIDIKAN SEJARAH SAAT SEKARANG

Pengembangan pendidikan terutama kurikulum di Indonesia diwarnai oleh dua pandangan yang
dominant. Pertama, pendidikan di Indonesia didominasi oleh pandangan filosofis esensialisme
dan perenialisme. Kedua, pendidikan di Indonesia diwarnai oleh pandangan bahwa bangsa yang
besar dan maju adalah bangsa yang menguasai sains dan teknologi. Keduanya pandangan
tersebut makin lama makin mendominasi perubahan kurikulum di Indonesia terlihat jelas dari
kebijakan kurikulum mengenai Ujian Negara (UN) dan beban belajar yang dialokasikan untuk
setiap mata pelajaran. Beban belajar yang diterjemahkan dalam bentuk kredit semester (KS)
diberikan kepada mata pelajaran matematika dan sains. Untuk jalur-jalur pendidikan yang masih
bersifat umum (belum dalam jalur/streaming) maka mata pelajaran IPA/sains dan matematika
selalu mendapat beban belajar yang besar. Pendidikan matematika dan IPA/sains diprioritaskan
sebagai pendidikan yang dapat membawa bangsa ini ke kehidupan yang lebih baik. Keberhasilan
teknologi dan sains dalam kehidupan masyarakat di banyak negara menyebabkan kebijakan
pendidikan memberikan prioritas kepada matematika dan IPA/Sains.

Pandangan tersebut tidak salah karena adalah suatu kenyataan bahwa ummat manusia sejak masa
awal kehidupan sudah berkenalan dan mengembangkan teknologi. Tidak ada kehidupan suatu
masyarakat yang terlepas dan tidak didukung oleh teknologi. Adalah pula suatu kenyataan bahwa
teknologi dihasilkan oleh pengetahuan mengenai benda-benda yang tersedia di alam,
pengetahuan tentang cara pemrosesan benda yang tersedia oleh alam menjadi sesuatu yang
berubah bentuk dan fungsinya, pengetahuan tentang bagaimana suatu benda dapat mengalahkan
benda lain seperti logam dapat mengalahkan substansi lain yang lebih lunak, pengetahuan
tentang bagaimana memeroses benda yang tersedia oleh alam menjadi sesuatu yang memiliki
nilai tambah, dan sebagainya. Adalah pula suatu kebenaran sejarah bahwa manusia
mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semakin canggih untuk
memanfaatkan apa yang sudah tersedia dari alam menjadi suatu karya besar dalam bentuk
bangunan, benda-benda yang menopang kehidupan, dan benda-benda yang meyebabkan
kehidupan menjadi semakin indah dan berbudaya. Meski pun demikian, adalah pula suatu
kenyataan bahwa manusia mengembangkan pengetahuan untuk lebih mengembangkan
kehidupan dalam organisasi kemasyarakatan yang pada mulanya kecil dan sederhana tetapi
makin lama makin luas, besar, dan kompleks. Adalah pula suatu kenyataan bahwa terjadi pola
hidup baru yang semakin kompleks yang bersifat global sebagai dampak dari teknologi dan
memerlukan manusia-manusia baru yang harus memiliki cara pandang, sikap, cara berfikir, dan
cara bertindak yang baru pula.

Suatu hal yang tampaknyakurang disadari dalam kebijakan kurikulum bahwa kurikulum adalah
berkenaan dengan pengembangan kualitas manusia. Manusia adalah sesuatu yang harus menjadi
kepedulian utama karena manusia itu lah yang mengembangkan ilmu, teknologi, seni, budaya,



politik, dan sebagainya. Manusia ini adalah manusia yang tidak hidup dalam lingkungan yang
bebas nilai, norma, dan cita-cita bersama. Nilai, norma dan cita-cita bersama tersebut dikemas
dalam bentuk kehidupan kebangsaan dan menjadi identitas bangsa itu. Betapa pun, bangsa yang
kehilangan identitats berarti kehilangan eksistensinya dalam kehidupan ummat antar bangsa.
Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang hanya memperhatikan mengenai apa yang harus
dikuasai dan melupakan manusia yang harus memiliki apa tersebut merupakan suatu yang
mengandung potensi besar dalam menghilangkan jatidiri bangsa. Kenyataan kebijakan
pendidikan yang demikian makin diperburuk oleh lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan
budaya yang telah dikemukakan di bagian awal tulisan ini.

Pendidikan haruslah mengembangkan manusia dengan nilai-nilai kemanusiaannya. Nilai
kemanusiaan tersebut dibangun pada masing-masing individu peserta didik dalam suatu
kerangka besar yang dinamakan jatidiri bangsa. Pengembangan manusia dengan kerangka jatidiri
bangsa ini akan menjadikan modal besar bagi bangsa untuk terus berkembang, mampu
melindungi kehidupan kebangsaan yang positif, bersaing dan berkontribusi dalam kehidupan
antar bangsa. Pengembangan manusia dengan kerangka jatidiri bangsa ini akan memberikan
dasar yang kuat dalam mengembangkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila.

Pendidikan sejarah adalah pendidikan yang berkaitan dengan manusia dan kemanusiaan.
Peristiwa sejarah adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Peristiwa sejarah
menggambarkan perjuangan, keberhasilan, dan kegagalan manusia dalam menegakkan jatidiri
bangsanya. Peristiwa sejarah bukanlah perjuangan seseorang untuk dirinya tetapi selalu untuk
kehidupan bangsanya. Pahlawan dan kepemimpinan yang ditulis dalam peristiwa sejarah adalah
orang-orang yang hidup dalam komunitas yang dinamakan bangsa. Oleh karena itu materi
pendidikan sejarah adalah materi yang lengkap menggambarkan perjalanan kehidupan
kebangsaan dari mulai kehidupan awal sebelum suatu kehidupan bangsa terbentuk, terbentuknya
suatu kehidupan kebangsaan, dan perjalanan kehidupan kebangsaan itu dalam mengembangkan
jatidirinya. Keberhasilan dan kegagalan adalah suatu dinamika yang harus dipelajari henerasi
baru untuk dijadikan pelajaran dan dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik dalam
memberikan warna jatidiri bangsa.

Perjalanan kehidupan kebangsaan Indonesia ditandai oleh perjuangan yang penuh pengorbanan.
Pengorbanan dilakukan ketika para pemikir bangsa di awal abad ke 20 mulai memikirkan adanya
suatu bangsa baru di wilayah terbentang luas yang masih dijajah Belanda. Pengorbanan yang
kemudian dilakukan ketika para pemimpin bangsa semakin kuat tekadnya sehingga berani
mengundangkan tekad tersebut dalam suatu sumpah yang dikenal dengan nama Sumpah
Pemuda: bertanah air yang satu tanah Indonesia, berkebangsaan yang satu bangsa Indonesia,
berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Siapa mereka dan mandat dari siapa yang mereka miliki
sehingga berani mengucapkan sumpah tersebut. Mereka bukanlah pewaris kerajaan-kerajaan
Nusantara yang secara tradisional memiliki wilayah yang mereka namakan Indonesia. Mereka
bukanlah pewaris kerajaan-kerajaan Nusantara yang berhak untuk mengatakan bahwa bangsa ini
bersatu dan menjadi bangsa Indonesia. Mereka juga bukanlah pewaris kerajaan-kerajaan
Nusantara yang masing-masing memiliki bahasanya tetapi dengan rela melepaskan identitats itu
untuk mendapatkan identitats baru dengan bahasa baru yang dinamakan bahasa Indonesia.



Tetapi para pemuda ini mengambil resiko. Mereka mempetaruhkan segala yang mereka miliki
untuk memiliki bangsa baru dengan identitas baru. Mereka perjuangan bangsa baru itu dengan
segala identitas baru melalui berbagai cara yang mereka tahu dan mampu. Memang pada
mulanya bentuk-bentuk perjuangan itu belum jelas tetapi lama kelamaan menjadi semakin
mengkristal yaitu dengan lahirnya berbagai partai yang bersifat nasional. Ikatan perjuangan yang
semula berdasarkan unsur lokal dilebur oleh sumpah tersebut dan digantikan dengan ikatan baru
yang tidak lagi bersifat premordial. Organisasi baru dengan warna ikatan baru dijadikan dasar
untuk memperjuangkan kelahiran bangsa baru. Konflik pun terjadi antara para pemuda yang
penuh semangat kebangsaan dengan Belanda yang merasa memiliki wilayah.

Puncak dari perjuangan tersebut tetapi bukan puncak dari perjuangan kehidupan bangsa
Indonesia, melahirkan suatu dasar baru bagi perjuangan berikutnya vyaitu pernyataan
kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan ini merupakan suatu bekal utama untuk membangun
kehidupan baru yang dicita-citakan. Tentu saja pernyataan kemerdekaan ini menimbulkan
kemarahan fihak Belanda yang merasa masih berhak atas wilayah ini. Bukankah Hindia Belanda
yang dinyatakan sebagai wilayah Indonesia itu hasil peperangan yang panjang yang dilakukan
Belanda sehingga menjadi suatu wilayah kesatuan dibawah Pemerintah Hindia Belanda.
Bukankah fihak Belanda harus menghabiskan biaya dan nyawa untuk mendapatkan daerah
tersebut dan telah memberikan hasil yang nyata bagi kehidupan bangsa Belanda di Eropa. Oleh
karena itu adalah sesuatu yang wajar kalau fihak Belanda marah dan tentu saja adalah sesuatu
yang lebih wajar lagi ketika bangsa baru ini bangkit untuk mempertahankan hasil perjuangan
membentuk bangsa baru ini.

Konflik memang selalu mewarnai suatu perjalanan sejarah ummat manusia dan tidak terkecuali
sejarah perkembangan kebangsaan Indonesia. Sayangnya, tafsiran terhadap konflik yang sering
bersifat hitam putih dan penuh dengan rasa dendam. Pemerintahan penjajahan (Belanda,
Inggeris, Jepang) selalu digambarkan dalam sisi buruknya sebagai penyebab kesengsaraan
rakyat. Tidak ada kebaikan yang pernah dilakukan oleh pemerintah penjajahan terhadap bangsa
Indonesia. Peristiwa Tanam Paksa digambarkan sebagai penderitaan rakyat Indonesia yang
sangat dahsyat sementara keuntungan bagi Indonesia dalam posisi ekonomi saat sekarang dengan
adanya tanaman baru seperti kina, teh, kopi, dan sebagainya tidak pernah dikemukakan.
Demikian pula dengan keuntungan adanya pengenalan terhadap kegiatan bisnis bersifat
perusahaan besar yang diperkenalkan melalui perkebunan swasta seperti perkebunan teh.
Keuntungan penjajahan dalam melahirkan semangat kesatuan dan persatuan sehingga
menimbulkan keinginan bersatu sebagai bangsa tidak juga dikemukakan dengan baik.

Di masa kemerdekaan, ketika terjadi konflik antara daerah dengan pemerintah pusat maka
tafsiran semacam itu dilanjutkan. Daerah adalah bagian yang serba salah sedangkan pusat adalah
yang serba benar sehingga pusat memiliki segala legalitas untuk menegakkan kekuasaannya
terhadap daerah termasuk menggunakan berbagai cara. Pembenaran terhadap apa yang dilakukan
pemerintah pusat menyebabkan sisi-sisi positif dan kebenaran dari gerakan daerah dalam
penentangan terhadap pemerintah pusat tidak ditonjolkan atau bahkan ada kecenderungan untuk
diabaikan seperti halnya dengan sisi-sisi negatif dari pemerintah pusat dalam setiap tindakannya
terhadap pemerintah daerah yang tak pernah diungkapkan.



Cerita sejarah nasional Indonesia dalam tafsiran resmi selalu pula diwarnai oleh gambaran hitam
putih dan penuh kebencian terhadap masa lalu. Pemerintahan penjajahan adalah pemerintahan
yang penuh dengan kesalahan dan pemerintahan Republik Indonesia penuh dengan kebenaran.
Ketika sejarah negara Republik Indonesia berkembang dan muncul Republik Indonesia Serikat
(RIS) umurnya sangat singkat dan buku teks belum sempat ditulis kembali dengan visi
pemerintah yang baru sehingga tidak diketahui bagaimana pandangan pemerintah RIS terhadap
pemerintah RI yang lahir sebelumnya. Setelah RIS bubar dan pemerintah kembali ke negara
kesatuan Republik Indonesia, keberadaan pemerintah RIS merupakan suatu masa gelap.
Pemerintah Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan parlementer menjadi suatu
gambaran keberhasilan dalam kehidupan ketatanegaraan republik yang masih muda tersebut.
Ketika keluar dekrit dan Indonesia kembali ke Undang-Undang dasar 45 dan terlebih-lebih pada
waktu pemerintahan di masa demokrasi terpimpin (MANIPOL-USDEK), pemerintahan
parlementer liberal dianggap sebagai suatu kesalahan dan penyimpangan dari keinginan bangsa
Indonesia.

Pada masa Orde Baru maka pemerintahan lama yang diberi label Orde Lama berada pada sisi
hitam dari penafsiran dan pemerintah yang menggantikannya (Orde Baru) berada pada sisi putih.
Segala kesalahan pemerintah Orde Lama dijadikan tema sajian utama dan rasa kebencian
terhadap pemerintahan Orde Lama dikembangkan. Keterkaitan yang erat antara pemerintahan
Orde Lama dengan komunis menjadikan kebencian itu menjadi lebih besar dan warna hitamnya
semakin kental. Pada masa kini dimana reformasi bergulir dan menjadi warna kuat dan dominan
dalam gerakan masyarakat dan pemerintah, suasana kebencian terhadap Orde Baru muncul dan
bukan tidak mungkin akan menjadi tema utama dalam cerita sejarah yang disajikan.

Upaya menghitamkan masa lalu diperkuat oleh tindakan beberapa pelaku sejarah masa lalu itu
pula. Para pemimpin yang terlibat dalam pemerintahan penjajahan Belanda dan Jepang berupaya
membersihkan diri dan mengatakan pula bahwa apa yang telah terjadi itu merupakan suatu
lembaran sejarah yang harus dimusuhi. Para pemimpin Orde Lama banyak yang mencoba
mencela apa yang telah dilakukan pemerintahan Orde Lama dimana yang bersangkutan turut di
dalamnya. Kenyataan yang sama terjadi pula ketika pemerintahan Orde Baru ditumbangkan dan
Indonesia memasuki masa reformasi. Sikap seperti ini mendorong penulisan buku teks yang
memang belum mampu mengembangkan suatu sikap bahwa semua peristiwa itu bagian dari
kehidupan bangsa ini dan menjadi bagian dari kehidupan kita saat sekarang. Bagaimana sikap
kita dalam mewarisi peristiwa tersebut dan bagaimana dalam menjadikan peristiwa tadi sebagai
suatu kebersamaan.

Dalam posisi yang demikian maka pendidikan sejarah kehilangan kekuatan dalam membangun
jatidiri bangsa. Membenci masa lalu bangsanya bukanlah jatidiri bangsa yang dilandasi
Pancasila. Pancasila mengajarkan adanya perbedaan, penghargaan terhadap perbedaan dan upaya
untuk mencapai mufakat. Upaya untuk mencapai mufakat adalah suatu bentuk jatidiri yang
unggul. Musyawarah mufakat sebagai seuatu yang harus mengendalikan kehidupan kebangsaan
dalam makna yang paling positif.

Kelemahan pendidikan sejarah ditambah dengan kenyataan bahwa sejarah telah dikerdilkan
menjadi pendidikan tentang angka tahun peristiwa, nama peristiwa, nama pelaku, dan jalannya
peristiwa. Jalannya peristiwa digambarkan sangat kering sehingga peserta didik mengalami



kesulitan untuk mengambil teladan dan makna dari apa yang terjadi. Kesediaan para pemimpin
untuk berkorban tidak pernah diungkapkan sehingga seolah-olah mereka berjuang dalam suatu
situasi yang tanpa nilai, tanpa masyarakat, tanpa ideologi. Ketika seorang pemimpin masa
perjuangan kebangsaan ditangkap dan dipenjara maka peristiwa itu ditulis secara datar tanpa ada
gejolak emosi apapun, seolah-olah suatu peristiwva yang berjalan begitu saja. Apa arti
pengorbanan yang diberikan ketika seorang pemimpin bangsa masuk ke penjaran penjajah,
meninggalkan keluarga, sahabat, dan rekan-rekan perjuangan tidak pernah terusik. Kepedulian
akan aspek akademik yang kering, lurus, tanpa mengkaitkan sesuatu dengan emosi telah
menjadikan buku pelajaran sejarah menjadi kering. Demikian dengan proses pembelajaran yang
sepenuhnya menggunakan buku tersebut.

Ketika masa revolusi dan para pejuang bersama-sama rakyat mengangkat senjata seadanya maka
lukisannya tidak jauh berbeda dari apa yang telah dikemukakan sebelumnya. Kekurangan
makanan, mandi yang merupakan suatu kemewahan, putusnya hubungan dengan keluarga,
orangtua, dan bahkan kekasih bukan sesuatu yang memenuhi kriteria ilmiah untuk diungkapkan
dan karenanya tidak tercantum dalam buku pelajaran sejarah. Peristiwa demi peristiwa
digambarkan berlalu dalam suatu urutan waktu yang kronologis tanpa beban emosi dan tanpa
semangat. Buku-buku pelajaran sejarah sudah kehilangan aspek kemanusiaan karena manusia
dianggap hanya sebuah nama, sekedar jumlah, pemegang senjata, dan peserta suatu pertempuran.
Adalah sangat sulit dan bahkan tidak mungkin jika anak mau belajar dari sejarah yang dilukiskan
dengan cara demikian.

PERTANYAAN DASAR KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH

Pengembangan kurikulum pada tingkat nasional sudah seharusnya memperhitungkan
keseluruhan pengembangan kurikulum. Ketika suatu kurikulum baru pendidikan sejarah
dikembangkan ada pertanyaan dasar yang harus dijawab oleh para pengembang kurikulum pada
tingkat nasional dan jawaban itu harus terumuskan pada pada Standar Isi dan Standar
Kompetensi Lulusan. Pertanyaan dasar itu perlu dijawab karena pada dasarnya kurikulum adalah



jawaban pendidikan untuk menyelesaikan berbagai masalah bangsa yang dirumuskan pada
pertanyaan dasar tersebut. Sesuai dengan konteks baru pengembangan kurikulum sejarah maka
jawaban tersebut adalah dalam bentuk keputusan mengenai standar isi dan standar kompetensi
lulusan pendidikan sejarah. Jawaban itu menjadi pegangan lebih lanjut bagi guru pendidikan
sejarah dan dikembangkan menjadi kurikulum sekolah (KTSP), setelah disesuaikan dengan
kondisi masing-masing sekolah atau kelas yang dibina oleh guru.

Pertanyaan dasar tersebut yang harusw dijawab dikemukakan berdasarkan pandangan filosofis
kurikulum para pengembang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Pertanyaan dasar
tersebut dapat berupa pertanyaan mengenai kualitas kehidupan apa yang harus dimiliki generasi
dan setiap individu anggota generasi yang akan datang. Kualitas yang dirumuskan tadi menjadi
kualitas minimal yang harus dimiliki anggota masyarakat dari pendidikan dasar dan haruslah
menjadi tanggungjawab berbagai mata pelajaran dalam kurikulum, dan diantaranya mata
pelajaran pendidikan sejarah. Ada kualitas generasi yang datang bersifat di atas kualitas minimal
yang menjadi tanggungjawab kurikulum pendidikan di atas pendidikan dasar. Tentu saja
mengingat sifatnya yang sangat spesifik maka kualitas minimal yang harus dimiliki anggota
masyarakat yang menjadi peserta pendidikan dasar bersifat ekslusif dan hanya dapat
dikembangkan melalui mata pelajaran sejarah, tidak mata pelajaran lain.

Dalam menjawab pertanyaan dasar tersebut para pengembang kurikulum (SI dan SKL) memang
harus memiliki gambaran tentang kehidupan bangsa di masa mendatang. Gambaran kualitas
kehidupan itu dibandingkan dengan kualitas yang telah dimiliki pada masa kini. Perbedaan
antara kualitas yang seharusnya dimiliki di masa mendatang dan kualitas yang telah dimiliki
masa kini menjadi kualitas yang belum dimiliki peserta didik dan harus dikembangkan melalui
kurikulum. Ini adalah kebutuhan masyarakat dan bangsa dan atas dasar kualitas yang telah
diidentifikasi tersebut maka proses pengembangan kurikulum (curriculum construction)
dilakukan dengan tugas utama adalah merumuskan ide kurikulum. Ide kurikulum yang telah
dirumuskan menjadi landasan bagi pengembangan dokumen kurikulum yang didalamnya
terdapat berbagai komponen kurikulum. Materi pendidikan sejarah adalah salah satu konten
kurikulum yang diorganisasikan sedemikian rupa dan diberi label llmu Pengetahuan Sosial atau
pun Sejarah.

Apabila sudah dapat ditentukan kualitas yang harus dikembangkan oleh kurikulum maka barulah
kemudian dapat diajukan pertanyaan berupa seberapa banyak generasi mendatang harus
mempelajari dan menguasai materi sejarah. Apakah seluruh peserta didik harus mempelajari
materi sejarah sejak masa awal ada kehidupan di Indonesia atau bahkan dunia? Apakah seluruh
peserta didik harus belajar materi sejarah sebagaimana dikenal dalam struktur ilmu sejarah?
Apakah seluruh peserta didik harus belajar materi sejarah terpilih yang dianggap penting oleh
masyarakat untuk suatu tujuan yang mengarah kepada kepentingan nasional? Apakah peserta
didik tertentu harus mempelajari materi sejarah tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan
lembaga pendidikan yang diikuti oleh peserta didik tersebut?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak selalu harus satu. Jika fungsi dan tujuan suatu
lembaga pendidikan diperhatikan maka terdapat perbedaan antara fungsi dan tujuan pendidikan
SD, SMP, SMA, dan SMAK. Konsekuensinya maka jawaban yang diberikan terhadap
pertanyaan yang diajukan harus pula sesuai dengan fungsi dan tujuan lembaga pendidikan



tersebut. Jawaban yang diberikan untuk suatu lembaga yang sesuai dengan fungsi dan tujuan
pendidikan sejarah untuk suatu lembaga pendidikan menjadi dasar pengembangan kurikulum
sejarah bagi lembaga pendidikan tersebut.

POSISI AKADEMIK KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH

Sebelum membahas mengenai posisi legal pendidikan sejarah berdasarkan UU nomor 20 tahun
2003 dan PP nomor 19 tahun 2005, ada baiknya melihat posisi kurulum pendidikan sejarah di
berbagai negara pada saat kini. Studi O’Donnell (2002) memperlihatkan bahwa untuk Sekolah
Dasar pendidikan sejarah diberikan hampir di semua negara yang menjadi sampel studinya
kecuali Jepang, Singapura, Spanyol, dan Swis®. Di keempat negara yang disebeut terakhir ini
pendidikan sejarah tidak diberikan dalam bentuk yang berdiri sendiri (kebanyakan dalam mata
pelajaran studi sosial terkecuali di Spanyol yang dimasukkan dalam “knowledge of natural,
sosial and cultural environment). Dalam kurikulum sekolah menengah pendidikan sejarah
tercantum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri di England, Perancis, Jerman, Italia,
Belanda, Singapura, Swis. Sedangkan di Irlandia terjadi keragaman antara mata pelajaran yang
berdiri sendiri dengan dalam kemasan “environmental and social studies”. Di Korea tergabung
pelajaran sejarah masuk dalam kemasa ’social studies” dan baru dipisahkan sebagai mata
pelajaran sejarah pada Sekolah Menengah Atas (usia 15-18). Di Selandia Baru, Spanyol, Swedia,
dan Amerika Serikat pendidikan sejarah adalah bagian dari ’social studies”. Di Australia materi
pendidikan sejarah masuk dalam mata kuliah “study of society and environment”.

Dari dokumen yang dikeluarkan National Institute for Educational Research (1999), Jepang,
pendidikan sejarah sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri dalam kurikulum di China, Laos,
Sri Lanka, Uzbekistan, dan Vietnam (di kelas 1-3 SD digabungkan dalam mata pelajaran Natural
and Society). Di Malaysia tidak ada mata pelajaran sejarah atau pun social studies di SD tetapi
sejarah diberikan secara terpisah sejak Sekolah Menengah Pertama. Di negara lain seperti Fiji,
India, Selandia Baru, Filipina dan Thai dikemas dalam mata pelajaran social studies.

Secara tradisional pendidikan sejarah dimaknai sebagai upaya unuk mentranfer kemegahan
bangsa di masa lampau kepada generasi muda. Kemampuan intelektual peserta didik
dikembangkan melalui kemegahan bangsa yang diwariskan tersebut. Dengan posisi yang
demikian maka pendidikan sejarah adalah wahana bagi pewarisan nilai-nilai keunggulan bangsa.
Melalui posisi ini pendidikan sejarah ditujukan untuk membangun kebanggaan bangsa dan
pelestarian keunggulan tersebut. Makna pendidikan sejarah yang demikian tentu saja penting.
Kehidupan bangsa masa kini adalah kelanjutan dari kehidupan bangsa masa lalu. Oleh karena itu
sulit bagi generasi muda bangsa untuk dapat hidup sebagai bangsa jika dia tidak mengenal
prestasi-prestasi besar yang telah dilakukan bangsanya.

Sayangnya, makna yang demikian hanya memberi warisan kehidupan bangsa dari satu sisi dan
melupakan sisi lain yang tidak cemerlang, menggambarkan kelemahan atau mungkin merupakan

2 Negara yang dijadikan sample studi O’Donnell adalah England, Austria, Kanada, Perancis, Jerman, Hungaria,
Irlandia, Italia, Jepang, Korea, Belanda, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Swedia, Swis, Amerika Serikat, dan
Wales.



lembaran hitam dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa. Padahal jati diri bangsa dibangun
olen kedua sisi tersebut dan ketika pengalaman masa lampau bangsa dikaitkan dengan
kebermaknaan kehidupan masa kini maka generasi muda akan mendapatkan pelajaran yang
lebih baik dari sejarah. Sudah saatnya pendidikan sejarah tidak boleh hanya menjadi pewarisan
nilai kecermelangan tetapi juga pelajaran dari kegagalan dan perilaku buruk bangsa. Dari
kecermelangan masa lampau bangsa generasi muda belajar untuk mempertahankan, mengulangi,
dan mengembangkannya menjadi kecermelangan bangsa masa kini. Dari kegagalan masa lampau
bangsa generasi muda belajar untuk tidak mengulanginya, memperbaikinya, dan menjadikan
pelajaran untuk membangun kecermelangan baru bangsa pada masa kini.

Makna kedua dari pendidikan sejarah berkenaan dengan upaya memperkenalkan peserta didik
terhadap disiplin ilmu sejarah. Dalam jawaban ini maka pendidikan sejarah diposisikan sebagai
pendidikan mengenai cara berfikir keilmuan, pemahaman berbagai peristiwa sejarah yang
menurut kategori ilmu adalah peristiwa penting, dan berbagai ketrampilan yang diperlukan
dalam mempelajari sumber sejarah sampai kepada kemampuan menulis cerita sejarah. Oleh
karena itu dalam makna kedua ini pendidikan sejarah memiliki tugas mengembangkan kualitas
seperti berfikir kronologis, berfikir kritis, berfikir aplikatif, berfikir analisis, berfikir sintesis,
berfikir evaluatif, pengembangan kemampuan pemahaman cerita sejarah, dan kemampuan
memberikan penafsiran terhadap peristiwa sejarah, kemampuan penelitian sejarah, kemampuan
analisis isu dan pengambilan keputusan (historical issues-analysis and decision making)®
(NCHS, 1996: 6-7). Posisi jawaban ini menghendaki sejarah berdiri sebagai mata pelajaran
mandiri dalam kurikulum. Relevansi diukur dari kepentingan disiplin ilmu dan materi kurikulum
ditentukan berdasarkan kriteria relevansi ini.

Pendidikan sejarah dalam posisi ini adalah bentuk pendidikan yang paling esensialis. Pendidikan
sejarah harus diajarkan sebagaimana kaedah dari disiplin ilmu sejarah dan inilah satu-satunya
cara mengembangkan intelektualitas. Tujuan pendidikan sejarah harus sesuai dengan tujuan
disiplin ilmu sejarah sedangkan tujuan lain dianggap tidak layak dan bahkan merupakan
penyimpangan dari pendidikan sejarah. Tujuan yang mengandung nilai dan berkenaan dengan
ranah afektif adalah sesuatu yang tidak saja menjadikan pendidikan sejarah menyimpang tetapi
bukan menjadi tugas pendidikan sejarah. Dalam pandangan ini, mengembangkan semangat
nasionalisme, persatuan, toleransi, cinta damai bukan pula tugas atau tujuan pendidikan sejarah.
Penerapan pelajaran dari peristiwa sejarah dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dan
sebagaimana yang dinyatakan dalam standar seperti “’students understand that being a good
citizen involves acting in certain ways” atau ’students describe the rights and individual
responsibilities of citizenship” bukan tujuan pendidikan sejarah.

Jawaban ketiga terhadap pertanyaan dasar pendidikan sejarah dikembangkan dari perspektif
bukan kepentingan disiplin ilmu tetapi dari kepentingan kehidupan bangsa, masyarakat, dan
peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ummat manusia masa Kkini.
Jawaban pendidikan sejarah terhadap pertanyaan dasar tersebut haruslah berupa kualitas bangsa,
masyarakat dan individu apa yang diinginkan di masa kini dan masa yang akan datang. Oleh
karena itu pengembang kurikulum harus mengenal dan mengetahui kualitas yang diperlukan

® Pengertian historical issues-analysis and decision making adalah kemampuan menganalisis dan menentukan
apakah tindakan sejarah yang dilakukan oleh para pelaku sejarah tersebut merupakan keputusan yang baik dan
mengapa dianggap sebagai keputusan yang baik.



tersebut dan apa yang dapat disumbangkan sejarah (ilmu dan cerita) bagi pengembangan kualitas
kemanusiaan yang diinginkan tadi. Fokus kurikulum di sini adalah pada manusia dan ilmu
sejarah berubah fungsi sebagai salah satu sumber, untuk mengembangkan kualitas tadi. Kualitas
dihasilkan oleh kepentingan masyarakat, bangsa dan ummat manusia bukan oleh disiplin ilmu
seperti pada posisi kedua. Dengan perkataan lain, disiplin ilmu sejarah sebagaimana disiplin ilmu
lainnya bukan menjadi penentu kurikulum karena kurikulum harus mempedulikan manusia
bukan disiplin ilmu.

Jawaban ketiga ini menyebabkan tujuan pendidikan sejarah tidak diarahkan untuk menguasai
kompetensi atau kemampuan yang dianggap penting hanya oleh ilmu sejarah tetapi dianggap
penting oleh masyarakat dan bangsa sebagai kemampuan yang dapat digunakan dalam
kehidupan pribadi peserta didik, dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bangsa dan
ummat manusia. Posisi jawaban ini menghendaki kebermaknaan belajar sejarah dilihat dari
relevansinya terhadap kehidupan manusia biasa, bukan sejarawan, di masyarakat. Tentu harus
diakui bahwa jawaban terhadap pertanyaan dasar ini menyebabkan pemilihan materi pendidikan
sejarah tidak lagi didasarkan pada kriteria penting-tidaknya menurut ilmu sejarah tetapi pada
kriteria seperti yang dikatakan Jakubowski (2002:7) “student who does something with the
knowledge they learn will be in a better position to retain and find meaning in the information”.
Pemanfaatan informasi yang diperoleh dari sejarah bagi kehidupan dinyatakan Borries (Stearns,
Sexas dan Weinburg,2000:247) sebagai kemampuan berikut ini “morally judge historical events
according to the standards of human and civil rights; explain the situation in the world today and
find out the tendencies of change; acknowledge the traditions, characteristics, values, and tasks
of our nation and society; values the preservation of historical relics and old buildings;
internalize basic democratic value.

Atas dasar prinsip di atas maka pada jenjang pendidikan dasar maka alternatif jawaban ketiga
dijadikan sebagai alternatif utama jawaban. Pendidikan sejarah dalam kurikulum pendidikan
dasar haruslah mempersiapkan peserta didik untuk hidup di masyarakat. Oleh karena itu posisi
disiplin ilmu sejarah adalah sebagai sumber materi untuk mengembangkan berbagai kemampuan
yang diperlukan peserta didik. Dalam posisi ini maka sejarah lokal akan memegang posisi utama
karena ia berkenaan dengan lingkungan terdekat dan budaya peserta didik. Dalam tulisannya
mengenai "Making Historical Sense", Wineburg (2000:310) mengemukakan tentang pentingnya
sejarah lokal bagi para peserta didik sebagai berikut:

Each of us grows up in a home with a distinct history and a distinct perspective on
the meaning of larger historical events. Our parents' histories shape our historical
consciousness, as do the stories of the ethnic, racial, and religious groups that
number us as a member. We attend churches, clubs, and neighborhood
associations that further mold both our collective and our individual historical
sense.

Dalam posisi ini materi sejarah lokal menjadi dasar bagi pengembangan jati diri pribadi, budaya
dan sosial peserta didik. Seperti dikatakan Cartwright (1999:44) bahwa "our personal identity is
the most important thing we possess” maka materi sejarah lokal akan memberikan kontribusi
utamanya dalam pendidikan sejarah. Selanjutnya Cartwright mengatakan lebih lanjut bahwa
identitas pribadi atau kelompok tersebut "defines who and what we are. The way we feel about



ourselves, the way we express ourselves and the way other people see us are all vital elements in
the composition of our individual personality”.

Suatu catatan penting yang harus dijadikan pegangan pengembang kurikulum dan guru sejarah
adalah materi sejarah lokal harus pula disajikan dalam perspektif pendidikan sejarah. Oleh
karena itu penafsiran materi sejarah lokal jangan sampai menimbulkan konflik dengan
kepentingan sejarah nasional dan upaya membangun rasa persatuan, perasaan kebangsaan, dan
kerjasama antar daerah dalam membangun kehidupan kebangsaan yang sehat, cinta damai,
toleransi, penuh dinamika, kemampuan berkompetisi dan berkomunikasi. Apa yang
dikembangkan oleh New York State Department of Education dapat digunakan sebagai dasar
dalam mengembangkan keterkaitan antara sejarah lokal dan nasional. Dalam dokumen yang
dikeluarkan kantor departemen pendidikan negara bagian ini disebutkan standar bagi kurikulum
pendidikan sejarah (History of the United States and New York) adalah sebagai berikut:

1. The study of New York State and United States history requires an analysis of
the development of American culture, its diversity and multicultural context,
and the ways people are unified by many values, practices, and traditions.

2. Important ideas, social and cultural values, beliefs, and traditions from New
York State and United States history illustrate the connections and interactions
of people and events across time and from a variety of perspectives.

3. Study about the major social, political, economic, cultural, and religious
developments in New York State and United States history involves about the
important roles and contributions of individuals and group.

Dalam konteks pendidikan sejarah untuk kehidupan masa kini bukanlah suatu hal yang aneh jika
pendidikan sejarah bertujuan mengembangkan kemampuan membaca, mematuhi aturan, disiplin,
dan berbagai aspek kehidupan lain yang penuh nilai. Tentu saja tujuan seperti mengembangkan
kemampuan berfikir sejarah, membangun kesadaran akan waktu, pemahaman terhadap peristiwa
sejarah, berfikir kritis terhadap sumber/bacaan dan sebagainya dapat pula menjadi tujuan
pendidikan sejarah di jenjang ini. Kurikulum Pengetahuan Sosial SD dan MI 2004 tampaknya
sudah cukup mewadahi tujuan-tujuan yang dibicaralan di atas.

Pada jenjang pendidikan menengah terutama untuk sekolah umum (SMA) yang mempersiapkan
peserta didik untuk meniti pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi maka alternatif jawaban
kedua dapat dipilih sebagai jawaban utama terhadap pertanyaan dasar. Pada kurikulum
pendidikan sejarah di sekolah ini maka kemampuan pemahaman mau pun skills yang diperlukan
dalam disiplin sejarah sudah selayaknya diperkenalkan. Tujuan pendidikan sejarah seperti
dikemukakan oleh NCHS vyaitu historical thinking, historical analysis and interpretation, dan
historical research capabilities dapat dikembangkan sebagai focus utama. Dalam konteks yang
diusulkan Departemen Pendidikan New York maka tujuan seperti berikut dapat pula
dikembangkan untuk kurikulum pendidikan sejarah di SMA:

- The skills of historical analysis include the ability to: explain the
significance of historical evidence; the importance, reliability, and
validity of evidence; understand the concept of multiple causation;



understand the importance of changing and competing interpretations
of different historical developments.

- Establishing time frames, exploring different periodizations,
examining themes across time and within cultures, and focusing on
important turning points in world history help organize the study of
world cultures and civilizations.

Posisi materi sejarah lokal yaitu peristiwa sejarah di suatu lokal tidak lagi sebagai sumber semata
tetapi juga menjadi objek studi sejarah peserta didik. Dalam kesempatan inilah mereka belajar
mengembangkan wawasan, pemahaman, dan ketrampilan sejarah. Mereka dapat berhubungan
langsung dengan sumber asli dan mengkaji sumber asli dalam suatu proses penelitian sejarah.
Mereka dapat melatih diri dalam penafsiran sejarah dan kalau pun terjadi berbagai perbedaan di
antar mereka maka itu akan memiliki nilai pendidikan yang sangat tinggi. Lagipula, para
sejarawan tidak pernah memiliki suatu pandangan dan tafsiran yang sama terhadap suatu
peristiwa sejarah.

Perbedaan cerita sejarah yang dihasilkan karena perbedaan tafsiran antara peserta didik tentu
akan terjadi. Disamping itu terjadi pula tafsiran lain yang dihadapi peserta didik dan bahkan
masyarakat luas yaitu tafsiran yang dilakukan oleh media massa dan setiap keluarga. Oleh karena
itu peserta didik dan masyarakat selalu berhadapan dengan berbagai versi cerita sejarah atau
“alternative history”. Mengenai hal ini Levstik (2000:284) menulis:

In a multicultural democracy such as the United States, alternative histories also
develop, but they are more overtly disseminated through family and cultural and
religious associations as well as through such public channels as museums and
print and visual media. Because of potential disparity between the version of
history encountered in these contexts and that disseminated in schools — a site
where some form of overarching national history is explicitly introduced —
students in multicultural societies may be faced with reconciling the widely varied
accounts of the past. In Hollinger’s view, such nation should aspire to a history
“‘thick’ enough to sustain collective action yet ‘thin’ enough to provide room for
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the cultures of a variety of decent groups’”.

Permasalahan besar yang dihadapi dalam mengembangkan materi sejarah lokal dalam kurikulum
pendidikan sejarah adalah ketersediaan sumber. Pendidikan sejarah, sebagaimana pendidikan
lainnya, tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik apabila sumber tidak tersedia. Tulisan-
tulisan mengenai berbagai peristiwa sejarah lokal belum banyak tersedia. Tentu saja ini
tantangan bagi sejarawan untuk dapat menghasilkan tulisan sejarah lokal sebagai dasar untuk
mengembangkan materi pendidikan sejarah lokal. Pekerjaan yang dilakukan oleh para sejarawan
dunia yang tergabung dalam World History Association (WHA) kiranya dapat dijadikan contoh
dalam mengembangkan materi sejarah lokal.

PENDIDIKAN SEJARAH UNTUK KURIKULUM KTSP



Sesuai dengan ketetapan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP
nomor 19 tahun 2005 maka pengembangan kurikulum pendidikan sejarah dimasa mendatang
adalah tanggungjawab satuan pendidikan. Artinya, pengembangan kurikulum pendidikan sejarah
untuk suatu SD atau SMP adalah tanggungjawab SD atau SMP tersebut. Demikian pula
pengembangan kurikulum sejarah untuk suatu SMA. UU nomor 20 tahun 2003 pasal 36 ayat (1)
menentukan “pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Sedangkan PP nomor 19 tahun
2005 pasal 16 ayat (1) menetapkan “penyususnan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan
jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP”.
Panduan yang dimaksudkan oleh pasal 16 ayat (1) itu dijelaskan pada ayat (2) berupa model-
model kurikulum.

Dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 37 ayat (1) dan penjelasannya, pendidikan sejarah adalah
bagian dari ilmu pengetahuan sosial (IPS). Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa bahan
kajian IPS dimaksudkan untuk “mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan
analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat”. Penjelasan ini menempatkan materi
pendidikan sejarah sebagai materi kurikulum dari SD sampai SMA walau pun harus disadari
bahwa nama mata pelajarannya mungkin IPS, sejarah atau lainnya.

Selanjutnya dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 38 membedakan lembaga yang
bertanggungjawab dalam melakukan supervisi terhadap pengembangan kurikulum jenjang
pendidikan dasar dan pendidikan menengah. UU nomor 20 menyebutkan bahwa dinas
pendidikan kabupaten/kota bertanggungjawab melakukan supervisi terhadap pengembangan
kurikulum pendidikan dasar. Dinas Pendidikan propinsi bertanggungjawab dalam melakukan
supervisi terhadap pengembangan kurikulum jenjang pendidikan menengah. PP nomor 19 tahun
2005 pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa lembaga yang bertanggungjawab melakukan
supervisi tersebut adalah “dinas kabupaten/kota untuk SD, SMP, SMA dan SMK, dan
departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan
MAK?”. Perbedaan ini akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan di lapangan.

Kembali kepada ketetapan yang dinyatakan dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 35 ayat (2)
maka Pemerintah perlu menetapkan standar untuk dijadikan “acuan pengembangan kurikulum”.
Memang terdapat perbedaan dengan ketetapan dalam PP nomor 19 pasal 3 yang menyatakan
bahwa “standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu”.
Sedangkan dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa standar isi mencakup “lingkup materi dan
tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan
tertentu”. Selanjutnya ditetapkan dalam pasal 5 ayat (2) standar isi “memuat kerangka dasar dan
struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender
pendidikan/akademik™. Selain terjadi kontradiksi dengan UU nomor 20 tahun 2003 yang status
hukumnya lebih tinggi terjadi pula kontradiksi internal dalam ketetapan PP 19 tahun 2005.

Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi
setiap tingkatan dan semester yang terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar (pasal 8
ayat (1) dan ayat (2) PP nomor 19 tahun 2005). Sementara itu PP yang sama pada pasal 25



menetapkan “standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan
kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan meliputi “kompetensi untuk seluruh mata
pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah”.

Pasal 6 ayat (1) PP nomor 19 tahun 2005 mengelompokkan mata pelajaran kurikulum
pendidikan dasar dan menengah (bagi sekolah umum, kejuruan, dan khusus) atas lima kelompok
yaitu :

kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribdian;
kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
kelompok mata pelajaran estetika;

kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan
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Menurut PP nomor 19 tahun 2005 pasal 7 ayat (3), (4), (5) dan (6) dan penjelasannya,
pendidikan Sejarah adalah termasuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pengemasan pendidikan Sejarah diatur sebagai berikut:

a. SD/MI/SDLB/Paket A sebagai bagian dari IPS

b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B, sebagai bagian dari IPS

c. SMA/MA/SMALB/Paket C, sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri diberikan di
kelas X (semester 1 dan 2), di kelas XI dan XII IPS, IPA, dan Bahasa. Untuk IPS
diberikan tiga sks setiap semester, Bahasa diberikan 2 sks setiap semester, sedangkan
IPA diberikan satu sks setiap semester.

d. SMK/MAK sebagai mata pelajaran IPS, “sekurang-kurangnya terdiri dari muatan
dan/atau kegiatan ketatanegaraan, ekonomika, sejarah, sosiologi, antropologi, atau
geografi yang disesuaikan dengan program kejuruan masing-masing”

Dengan posisi legal dari kedua dokumen tersebut maka pendidikan sejarah dapat dikenal dari
dua kemasan yaitu IPS dan Sejarah. Baik dalam kemasan sebagai IPS mau pun sebagai Sejarah
maka pendidikan sejarah harus memperhatikan kondisi masyarakat yang ada disekitar peserta
didik, harus dapat mengkaji apa yang terjadi, dan menerapkan apa yang dipejari dari materi
pendidikan sejarah dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya pada pasal 7 ayat (1) ditetapkan bahwa kelompok mata pelajaran agama dan akhlak
mulia dilaksanakan melalui “muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian,
ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan”. Artinya, IPS dan
sejarah termasuk didalamnya harus pula memperhatikan dan bertanggungjawab terhadap
pengembangan pendidikan agama dan aklak mulia. Ketetapan ini sangat baik karena suatu
kualitas yang kompleks seperti keyakinan agama dan akhlak mulia tidak mungkin dikembangkan
oleh satu kelompok mata pelajaran apalagi satu mata pelajaran saja. Pengembangan keyakinan
agama dan akhlak mulia haruslah menjadi kepedulian dan tanggungjawab setiap mata pelajaran
sehingga terjadi proses penguatan yang dipersyaratkan dalam teori tentang pengembangan skills
(intellectual atau pun psikomotorik dan motorik) dan sikap.



Sayangnya, prinsip yang dianut dalam pengembangan pendidikan agama dan akhlak mulia tidak
digunakan dalam mengembangkan kewarganegaraan dan kepribadian. Dalam pengembangan
pendidikan kewargnegaraan dan kepribadian, pasal 7 ayat (2) kelompok mata pelajaran ilmu dan
teknologi dan secara khusus mata pelajaran IPS tidak dilibatkan didalamnya. Muatan dan/atau
“kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan
jasmani” adalah materi dan kegiatan belajar yang diberi tugas untuk mengembangkan
kewarganegaraan dan kepribadian.

Tentu saja ketetapan ini menyebabkan orang berfikir bahwa pengetahuan seseorang tentang
bangsa dan kehidupan bangsa ini tidak perlu mendapatkan dukungan dari muatan dan/atau
sejarah, geografi dan ketatanegaraan. Padahal sebagaimana diakui dalam banyak ketetapan
kurikulum di berbagai negara yang telah dikemukakan di atas pemahaman mengenai sejarah,
geografi, dan ketatanegaraan merupakan materi esensial untuk mengembangkan
kewarganegaraan dan kepribadian bangsa. Oleh karena itu ketetapan pada pasal 7 ayat (2) PP
nomor 19 tahun 2005 tidak saja mengandung kelemahan dan bertentangan dengan hakekat
pendidikan kewarganegaraan tetapi juga menghilangkan dukungan materi yang paling kuat untuk
pendidikan kewarganegaraan dan kepribadian bangsa.

Pendidikan kewarganegaraan memerlukan pemahaman mengenai karakter bangsanya.
Pemahaman mengenai karakter bangsa hanya dapat dimiliki dengan baik apabila mengetahui dan
memahami pertumbuhan dan perkembangan bangsa tersebut dari masa lalu hingga sekarang.
Pemahaman mengenai karakter bangsa memerlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai
pemikiran para pendiri dan pejuang bangsa, menghargai apa yang telah mereka lakukan dengan
segala kelemahan dan kekurangan yang mereka miliki. Pengetahuan dan pemahaman mengenai
pertumbuhan dan perkembangan bangsa tersebut hanya dapat dipelajari melalui materi sejarah.
Pemahaman mengenai pemikiran para pendiri dan pejuang bangsa serta kemampuan untuk
menghargai perjuangan tersebut hanya juga dapat dilakukan melalui materi sejarah. Oleh karena
itu adalah sesuatu yang aneh jika materi sejarah tidak dimasukkan sebagai bagian dari
pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan kepribadian bangsa.

Hal yang sama berlaku juga bagi geografi. Karakter suatu bangsa, selain ditentukan oleh manusia
yang berbuat juga ditentukan oleh wilayah dimana perbuatan itu dilakukan. Suatu bangsa berbuat
sesuatu yang menjadi karakter bangsa itu juga ditentukan oleh sifat wilayah negaranya baik
dalam pengertian cuaca, letak, ciri utama geografis dan sebagainya. Oleh karena itu adalah
sangat tidak mungkin geografi tidak dijadikan muatan dan/atau kegiatan untuk pendidikan
kewarganegaraan dan kepribadian bangsa.

Demikian pula halnya dengan ketatanegaraan. Pemahaman mengenai ketatanegaraan adalah
penting dalam berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan. Bukan kajian tentang sistem
kenegaraan, pemerintahan, atau pun politik yang bersifat teoritik dan tidak membumi di
Indonesia. Bukan pula kajian mengenai berbagai bentuk kenegaraan dan pemerintahan yang ada
di dunia ini. Sistem pemerintahan yang dianut negara Indonesia adalah unik dan berharga dalam
membentuk karakter bangsa dan memberikan cara warganegara berpartisipasi. Oleh karena itu
pendidikan kewarganegaraan dan kepribadian bangsa harus memanfaatkan materi yang
disediakan oleh ketatanegaraan. Sayangnya, pasal 7 ayat (2) PP nomor 19 tahun 2003 ini



mengabaikan sumbangan penting yang dapat diberikan oleh materi sejarah, geografi dan
tatanegara yang semuanya masuk dalam kelompok mata pelajaran ilmu dan teknologi.

KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH

Kebijakan mengenai kurikulum di Indonesia pada masa belakangan ini mengalami perubahan
yang cukup mendasar. Jika pada masa sebelumnya, ketetapan mengenai suatu kurikulum
sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional pada
saat sekarang kekuasaan untuk menentukan kurikulum berbagi antara pemerintah pusat dengan
satuan pendidikan. Pemerintah Pusat tidak berbagai wewenang dengan pemerintah propinsi mau
pun pemerintah daerah/kota tetapi langsung kepada satuan pendidikan yang akan melaksanakan
kurikulum tersebut. Pemerintah pusat menetapkan standar yang berlaku secara nasional dan
standar tersebut dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan menjadi kurikulum satuan
pendidikan tersebut yang dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Memang
benar kontrol dari pemerintah daerah/kota tidak lepas sama seklai tetapi sifatnya adalah
koordinatif. Suatu KTSP hanya dapat dinyatakan berlaku di suatu satuan pendidikan apabila
ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua Komite Sekolah.

Sesuai dengan ketetapan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 tahun 2005 maka wewenang Pemerintah Pusat dibatasi pada penetapan standar yang
bersifat nasional. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan menetapkan Standar Kompetensi
Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI). Secara keseluruhan proses pengembangan kurikulum
tersebut digambarkan sebagai berikut (Hasan, 2007):
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Diagram di atas jelas menunjukkan bahwa Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan adalah
terjemahan dari kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan kurikulum. Dengan
perkataan lain, para pengambil keputusan di bidang pendidikan terutama di bidang kurikulum
harus dapat menentukan kualitas minimal yang diperlukan manusia Indonesia di masa
mendatang. Kualitas tersebut dikembangkan menjadi kualitas yang dinyatakan dalam Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) dan kemudian dikembangkan dalam Standar Isi (SI). Ini adalah
kegiatan penentuan kurikulum pada tingkat nasional.

Pada taraf itu maka pengambil keputusan harus menentukan kontribusi dari setiap mata pelajaran
atau konten kurikulum terhadap kualitas tersebut. Di sini terlihat kontribusi pendidikan sejarah
terhadap kualitas manusia yang diharapkan. Berbagai kualitas dasar atau yang dinamakan
“essential competencies” menjadi tanggungjawab setiap mata pelajaran. Essential competencies
menyangkut berbagai aspek kemanusiaan peserta didik dan manusia yang diperlukan untuk
mengembangkan kehidupan pribadinya, masyarakat, dan bangsanya. Kemampuan yang
berkenaan dengan berbagai aspek inteligensi yang telah dikemukakan di atas, kehidupan sosial,
agama, ekonomi, politik, budaya, ilmu, dan teknologi mana yang menjadi kewajiban pendidikan
sejarah. Kemudian barulah kemampuan khusus yang secara khusus hanya bisa dikembangkan
melalui pendidikan sejarah. Oleh karena itu sudah seharusnya terjadi perubahan pengembangan



pendidikan sejarah dari pendekatan tradisional ke pendekatan baru yang lebih memperhatikan
pengembangan potensi kemanusiaan peserta didik.

Secara tradisional pendidikan sejarah dimaknai sebagai upaya unuk mentranfer kemegahan
bangsa di masa lampau kepada generasi muda. Dengan posisi yang demikian maka pendidikan
sejarah adalah wahana bagi pewarisan nilai-nilai keunggulan bangsa. Melalui posisi ini
pendidikan sejarah ditujukan untuk membangun kebanggaan bangsa dan pelestarian keunggulan
tersebut. Makna pendidikan sejarah yang demikian tentu saja penting. Kehidupan bangsa masa
kini adalah kelanjutan dari kehidupan bangsa masa lalu. Oleh karena itu sulit bagi generasi muda
bangsa untuk dapat hidup sebagai bangsa jika dia tidak mengenal prestasi-prestasi besar yang
telah dilakukan bangsanya. Sayangnya, makna yang demikian hanya memberi satu sisi dari
warisan kehidupan bangsa dan melupakan sisi lain yang tidak cemerlang, menggambarkan
kelemahan atau mungkin merupakan lembaran hitam dalam perjalanan sejarah kehidupan
bangsa. Pengenalan pada kedua sisi tersebut akan menunjukkan jati diri bangsa dan ketika
dikaitkan dengan kebermaknaan kehidupan masa kini maka generasi muda dapat mengambil
pelajaran yang lebih baik dari sejarah. Sudah saatnya pendidikan sejarah tidak boleh hanya
menjadi pewarisan nilai kecermelangan tetapi juga pelajaran dari kegagalan dan perilaku buruk
bangsa.

Makna kedua pendidikan sejarah berkenaan dengan upaya memperkenalkan peserta didik
terhadap disiplin ilmu sejarah. Dalam jawaban ini maka pendidikan sejarah diposisikan sebagai
pendidikan tentang cara berfikir keilmuan, pemahaman berbagai peristiwa sejarah yang menurut
kategori ilmu adalah peristiwa penting, dan berbagai ketrampilan yang diperlukan dalam
mempelajari dan mengembangkan ilmu sejarah. Oleh karena itu kualitas seperti berfikir
kronologis, pemahaman sejarah, kemampuan analisis dan penafsiran sejarah, kemampuan
penelitian sejarah, kemampuan analisis isu dan pengambilan keputusan (historical issues-analysis
and decision making)* (NCHS, 1996: 6-7) menjadi tujuan penting dalam pendidikan sejarah.
Posisi jawaban ini menghendaki sejarah berdiri sebagai mata pelajaran mandiri dalam kurikulum.
Relevansi diukur dari kepentingan disiplin ilmu dan materi kurikulum ditentukan berdasarkan
kriteria relevansi ini. Apakah materi sejarah lokal perlu menjadi materi kurikulum didasarkan
pada pertanyaan apakah materi sejarah lokal tersebut merupakan peristiwa penting yang layak
mendapatkan perhatian dari sejarah. Jika ya maka materi sejarah lokal akan dijadikan materi
kurikulum dan jika tidak maka materi sejarah lokal tersebut tidak akan dijadikan materi
kurikulum. Kompetensi atau pun standar yang dikembangkan untuk kurikulum pendidikan
sejarah dalam pandangan ini haruslah pula didasarkan pada hal-hal penting menurut pandangan
ilmu sejarah.

Pendidikan sejarah dalam posisi ini adalah bentuknya yang paling esensialis bagi sejarah sebagai
wahana pendidikan untuk mencapai tujuan yang diperlukan sebagai seorang sejarawan. Dengan
demikian tujuan lain di luar menjadi seorang sejarawan yang nota bene adalah pengembangan
kemampuan potensi peserta didik pada ranah selain kognitif dianggap tidak layak dan bahkan
merupakan penyimpangan dari pendidikan sejarah. Tujuan yang mengandung nilai dan
berkenaan dengan ranah afektif adalah bukan menjadi tugas pendidikan sejarah. Dalam

* Pengertian historical issues-analysis and decision making adalah kemampuan menganalisis dan menentukan
apakah tindakan sejarah yang dilakukan oleh para pelaku sejarah tersebut merupakan keputusan yang baik dan
mengapa dianggap sebagai keputusan yang baik.



pandangan ini, mengembangkan semangat nasionalisme, persatuan, toleransi, cinta damai bukan
pula tugas atau pun tujuan pendidikan sejarah. Standard seperti ”students understand that being a
good citizen involves acting in certain ways” atau “students describe the rights and individual
responsibilities of citizenship” bukan tujuan pendidikan sejarah.

Selanjutnya, tujuan pendidikan sejarah tidak diarahkan untuk menguasai kompetensi atau
kemampuan yang dianggap penting hanya oleh ilmu sejarah semata tetapi dianggap penting
sebagai kemampuan yang dapat digunakan dalam kehidupan pribadi peserta didik dan dalam
kehidupan sebagai anggota masyarakat dan wargnegara. Posisi jawaban ini menghendaki
kebermaknaan belajar sejarah dilihat dari relevansinya terhadap kehidupan manusia umum
(bukan sejarawan) di masyarakat. Tentu harus diakui bahwa jawaban terhadap pertanyaan dasar
ini menyebabkan pemilihan materi pendidikan sejarah tidak lagi didasarkan pada kriteria
penting-tidaknya menurut ilmu sejarah tetapi pada kriteria seperti yang dikatakan Jakubowski
(2002:7) ”student who does something with the knowledge they learn will be in a better position
to retain and find meaning in the information”. Pemanfaatan informasi yang diperoleh dari
sejarah bagi kehidupan dinyatakan Borries (Stearns, Sexas dan Weinburg,2000:247) sebagai
kemampuan berikut ini “morally judge historical events according to the standards of human and
civil rights; explain the situation in the world today and find out the tendencies of change;
acknowledge the traditions, characteristics, values, and tasks of our nation and society; values
the preservation of historical relics and old buildings; internalize basic democratic value.

Dalam konteks semacam ini maka bukanlah suatu hal yang aneh jika pendidikan sejarah
bertujuan mengembangkan kemampuan membaca, mematuhi aturan, disiplin, dan berbagai aspek
kehidupan yang penuh nilai. Tentu saja tujuan seperti mengembangkan kemampuan berfikir
sejarah, membangun kesadaran akan waktu, pemahaman terhadap peristiwa sejarah, berfikir
kritis terhadap sumber/bacaan dan sebagainya dapat pula menjadi tujuan pendidikan sejarah di
jenjang ini. Kurikulum Pengetahuan Sosial SD dan M1 2004 tampaknya sudah cukup mewadahi
tujuan-tujuan yang dibicaralan di atas.

Untuk kepentingan pendidikan sejarah dalam mengembangkan potensi kemanusiaan peserta
didik maka cerita sejarah haruslah tidak kering dari nilai-nilai. Penyajian cerita sejarah yang
hanya dipenuhi oleh deretan fakta semata dan mengabaikan keterkaitan nilai akan mempersulit
proses identifikasi diri dan identifikasi sebagai bangsa. Setiap peristiwa sejarah memiliki nilai-
nilai. Konflik dalam peristiwa sejarah baik internal mau pun eksternal, seperti halnya kejadian
lain dalam peristiwa sejarah, selalu syarat dengan nilai karena ia berhubungan dengan kehidupan
manusia. Memisahkan nilai-nilai dari penafsiran dan analisis tidak akan memberikan gambaran
yang menyeluruh dan utuh tentang peristiwa tersebut dan akan menyulitkan proses identifikasi.
Fakta hanya berkenaan dengan wilayah kognitif seseorang sedangkan nilai akan menyentuh
wilayah afektif dimana proses identifikasi mendasarkan dirinya. Secara tegas dapat dikatakan
tanpa nilai maka tidak akan ada proses identifikasi.

Permasalahan lain adalah penyajian peristiwa sejarah yang lepas antara satu peristiwa dengan
peristiwa lainnya. Peristiwa sejarah yang satu tidak digambarkan berkaitan dengan peristiwa
lainnya dalam suatu benang merah kausalita. Wilayah Nusantara seharusnya menjadi suatu “unit
of analysis” sehingga menampakkan adanya keterkaitan antar peristiwa. Melalui cara ini peserta



didik diajak untuk melihat bahwa peristiwa yang terjadi di suatu wilayah yang dekat dengan
dirinya memiliki suatu keterkaitan kuat dengan peristiwa lain yang terjadi di wilayah yang lebih
jauh dari dirinya dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dengan cara ini maka pendidikan
sejarah mampu meperlihatkan bahwa peristiwa sejarah di suatu wilayah dengan peristiwa sejarah
di wilayah lain membentuk suatu kesatuan peristiwa yang lebih besar. Pendekatan ini
memerlukan identifikasi berbagai konsep yang dapat dijadikan benang merah dalam penafsiran
peristiwa sejarah yang ada.

Pendidikan sejarah harus dapat memanfaatkan konflik dan unsur nilai yang ada dalam suatu
cerita sejarah. Pemanfaatan konflik dan nilai secara bersamaan dapat digunakan untuk upaya
membangun berbagai kualitas kemanusiaan pada diri peserta didik jika diikuti dengan penjelasan
yang positif. Konflik adalah suatu kenyataan yang terus menerus terjadi di masyarakat dari
masyarakat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Penjelasan-penjelasan tersebut didasari
oleh suatu kaedah untuk memperkokoh integritas bangsa sehingga kemampuan kemanusiaan
peserta didik bukanlah sesuatu yang tanpa batas. Suatu bangsa yang terdiri atas beragam suku
dan nilai memiliki beragam perbedaan tetapi untuk menjadi suatu persaingan untuk suatu
kehidupan kebangsaan yang sehat bukan suatu kehidupan kebangsaan yang seragam. Penyajian
konflik dan nilai yang salah akan berakibat pada penyempitan pandangan, sikap egoistik,
identifikasi diri yang salah, dan sumber pertentangan.

Secara universal, peristiwa sejarah selalu menggambarkan pertemuan antara satu nilai,
keyakinan, pandangan, atau pun sikap hidup dengan nilai, keyakinan, pandangan, atau sikap
hidup lainnya. Pertemuan itu dapat menyebabkan konflik sehingga terjadi pertentangan antara
satu kelompok masyarakat, etnis, suku bangsa, bangsa dengan yang lainnya. Misalnya konflik
antara bangsa terjajah dengan penjajah yang terjadi karena adanya pertemuan dua nilai yang
berbeda dimana kaun penjajah memiliki keyakinan bahwa mereka berhak atas daerah yang
mereka jajah sedangkan pihak terjajah meyakini bahwa wilayah itu adalah warisan nenek
moyang yang harus mereka pertahankan sebagai wilayah kekuasaan mereka dan adalah hak
mereka untuk berkuasa. Bentuk konflik yang paling rendah adalah pertentangan dalam sikap
sedangkan bentuk konflik yang paling tinggi adalah perang.

Peristiwa sejarah yang digunakan sebagai media pendidikan dapat mengembangkan konflik
tersebut dalam bentuk yang positif tetapi dapat juga negatif terhadap upaya membangun memori
kolektif. Penggambaran konflik yang positif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
melihat dan mengkaji bahwa adanya konflik tersebut tidaklah berarti bahwa satu fihak salah
seluruhnya sedangkan fihak lain benar seluruhnya. Misalnya, fihak penjajah Belanda atau Jepang
tidaklah selalu digambarkan sebagai fihak yang seluruhnya salah dalam melaksanakan
kekuasaannya sedangkan fihak Indonesia yang melakukan perlawanan tidak pula digambarkan
sebagai fihak yang selalu benar walau apapun yang dilakukannya. Dalam gambaran sejarah
semacam ini dapat dikemukakan kerugian dan keuntungan yang diberikan fihak penjajah atau
fihak yang terjajah. Pertentangan antara satu kelompok atau kekuasaan dengan kelompok atau
kekuasaan lain tidak pula disebabkan karena kesalahan pada satu kelompok tetapi mungkin pada
keduanya. Gambaran yang seimbang seperti itu akan mampu mengembangkan kemampuan
untuk melihat makna negatif dan positif dari suatu peristiwa sejarah yang dasarnya adalah
peristiwa tentang kehidupan manusia.



Hal seperti ini tentu menguntungkan dalam pengembangan memori kolektif sebagai suatu bangsa
bagi peserta didik dan mengganggu upaya memperkokoh integritas bangsa. Peserta didik akan
bereaksi secara emosional apabila wilayah geografis dimana dia tinggal menjadi wilayah yang
menjadi objek dari kejayaan kekuasaan wilayah lain. Pemikiran bahwa wilayah yang
didudukinya adalah wilayah yang "dikorbankan™ untuk kepentingan nasional (baru) tidak pula
akan menghasilkan suatu kesadaran kebangsaan dan warga masyarakat yang positif sebagai
suatu bangsa atau pun suatu integrasi nasional yang kokoh.

Membaca peristiwa sejarah haruslah menghasilkan apa yang dinamakan oleh Waterworth
(2000:19) sebagai upaya untuk "menampung atau memperluas apresiasi peserta didik terhadap
peristiwa sejarah yang dipelajarinya”. Memang Waterworth berbicara tentang proses belajar
dengan metode reenactment yang memiliki kekuatan dalam mengembangkan imajinasi peserta
didik dan dapat memberikan sentuhan pribadi. Meski pun demikian, prinsip pendidikan sejarah
yang dikemukakan Waterworth dapat diterapkan dalam berbagai metode pendidikan sejarah
sehingga apresiasi tersebut dapat menjadi dasar mengembangkan potensi kemanusiaan manusia
masa kini melalui pemahaman mengenai kualitas kemanusiaan masa lalu dan imaginasi
mengenai kehidupan masa kini yang dapat meneruskan, mengembangkan, dan meningkatkan
kualitas kemanusiaan masa kini yang lebih baik..

ASESMEN HASIL BELAJAR IPS/SEJARAH

Berdasarkan kebijakan kurikulum masa kini maka hasil belajar peserta didik kurikulum sejarah
disebut kompetensi. Kompetensi tersebut dapat berbentuk pengetahuan, sikap, ketrampilan,
minat, dan kebiasaan (habit) yang berkenaan dengan kualitas kemanusiaan yang diharapkan.
Berbeda dengan asesmen yang dilakukan saat sekarang dimana peserta didik “dibiarkan” tidak
menguasai apa yang seharusnya menjadi hasil belajarnya maka dalam impelemntasi kurikulum
sejarah berbasis kompetensi pelaksanaan semacam itu sudah harus ditinggalkan. Dalam asesmen
hasil belajar kurikulum sejarah, guru harus mendapatkan informasi yang akurat tentang tingkat
pencapaian peserta didik, melakukan perbaikan jika belum memenuhi persyaratan minimal, dan
memiliki informasi yang akurat mengenai materi yang sulit dikuasai peserta didik. Perubahan
orientasi dan pelaksanaan asesmen ini mutlak dilakukan dalam implementasi kurikulum sejarah
berbasis kompetensi.
Apa yang dinilai dalam asesmen hasil belajar sejarah adalah:
- pengetahuan mengenai dan pemahaman terhadap peristiwa sejarah
lokal dan nasional
- kemampuan mengkomunikasikan pemahamannya mengenai peristiwa
sejarah dalam bahasa lisan dan tulisan
- kemampuan menarik pelajaran/nilai dari suatu peristiwa sejarah
- kemampuan menerapkan pelajaran/nilai yang dipelajari dari peristiwa
sejarah dalam kehidupan sehari-hari masa kini
- sensitivitas dalam masalah sosial dan kemampuan menggunakan
pelajaran dari peristiwa sejarah untuk solusi masalah-masalah sosial
masa Kkni
- kemampuan melakukan kritik terhadap sumber



- kemampuan berfikir historis dalam mengkaji berbagai peristiwa
sejarah dan peristiwa politik, sosial, budaya, ekonomi yang timbul
dalam kehidupan keseharian masyarakat dan bangsa

- memiliki semangat kebangsaan dan menerapkannya dalam kehidupan
kebangsaan

Untuk itu maka asesmen hasil belajar kurikulum sejarah harus memperhatikan hal-hal seperti
berikut:

- frekuensi asesmen;

- alat asesmen yang digunakan;

- prosedur dan pelaksanaan asesmen;

- feedback mechanism
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PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERFIKIR KRITIS DALAM PEMBELAJARAN
SEJARAH?®

S. Hamid Hasan®

PENDAHULUAN

Kurikulum  dirancang untuk mengembangkan potensi peserta didik pada tingkat yang
maksimum. Potensi peserta didik terdiri atas potensi intelektual, emosional, kinestetik, sosial,
berkomunikasi, dan pengembangan diri. Oleh karena itu kepedulian kurikulum yang utama
adalah memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu mengembangkan potensi
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dirinya sampai pada tingkat maksimum, sesuai dengan kematangan psikologis dan biologis
seseorang. Pengalaman belajar itu direncanakan secara tertulis, dituangkan dalam bentuk
dokumen, dan dilaksanakan dalam bentuk proses pendidikan. Rancangan tersebut
dikembangkan sedemikian rupa sehingga dia memberikan kesempatan yang cukup dalam waktu
dan ragam kegiatan agar setiap peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Sayangnya,
waktu dan ragam kegiatan yang diperlukan seorang peserta didik mungkin sekali berbeda dari
peserta didik lainnya. Kurikulum sering dikembangkan untuk mengakomodasi perbedaan peserta
didik tersebut dengan pendekatan pendidikan individual (individualized education) dan
pendidikan personal (personalized education) tetapi pada kenyataannya masih mayoritas
pendidikan dikembangkan atas dasar pendidikan kelas (classroom-based education).

Seperti telah disebutkan di atas salah satu dimensi potensi peserta didik yang harus
dikembangkan kurikulum adalah potensi intelektual. Potensi ini sering dianggap sebagai potensi
yang utama dalam menyebabkan manusia menjadi cerdas. Cerdas adalah kualitas kemanusiaan
peserta didik yang dinyatakan dalam tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu
mengembangkan potensi intelektual sehingga menjadi manusia cerdas tidak boleh diabaikan.
Tema seminar yang berjudul rapprochment sejarah dengan ilmu-ilmu sosial serta judul sub-
materi pengembangan pembelajaran sejarah dengan pendekatan interdisiplin tidak mungkin
dapat dilakukan jika peserta didik yang menjalaninya tidak cerdas. Terlebih jika pembelajaran itu
sudah pada jenjang SMA dimana pendekatan berfikir disiplin ilmu menjadi kepedulian yang
tinggi maka kemampuan berfikir haruslah sangat tinggi. Kemampuan berfikir yang tinggi pada
jenjang pendidikan ini adalah persyaratan utama untuk hidup lebih baik di masyarakat dan
keberhasilan pendidikan di perguruan tinggi.

Pendekatan interdisipliner bukanlah pendekatan yang mudah. Pendekatan ini memerlukan
kemampuan berfikir yang tingi dalam salah satu disiplin. Berdasarkan kemampuan tersebut maka
yang bersangkutan dapat melakukan apa yang dikatakan Bruner (1960) dengan istilah transfer
of learning” ke disiplin lain dan kemudian memadukan cara berfikir disiplin-disiplin tersebut
dalam suatu pendekatan interdisiplin, dalam hal ini disiplin sejarah sebagai “organizing
element’nya. Artinya, tanpa kemampuan berfikir yang cukup tinggi dalam disiplin sejarah maka
seseorang peserta didik akan sulit atau bahkan dapat dikatakan tidak mungkin melakukan
pembelajaran sejarah yang bersifat interdisiplin. Dalam ungkapan yang lain tapi dengan arti yang
sama, Mansilla dan Gardner (2008:16) mengatakan subject-matter learning may temporarily
increase students’ information base, but it leaves them unprepared to shed light on issuesthat are
even slightly novel”. Apa yang dikemukakan Mansilla dan Gardner itu terjadi karena seperti
dikemukakan Noddings (2008:10) peserta didik cenderung “memorized the materials and get a
good grade on the test”.

Apabila dalam keadaan peserta didik tidak memiliki kemampuan “transfer of learning”, mereka
”dipaksa” untuk melakukan proses pembelajaran interdisiplin maka akan terjadi dua peristiwa
pembelajaran yang keduanya adalah “’psudo interdisciplinary learning”. Pertama, peserta didik
hanya akan memiliki pengetahuan tentang fakta, generalisai, teori dari disiplin lain yang terkait
dengan suatu peristiwa sejarah tanpa memahami fakta, generasi, teori tersebut serta ’the nature
of the relationship” dengan peristiwa sejarah itu sendiri. Kedua, dan ini adalah situasi yang lebih
jelek dari yang pertama, peserta didik hanya memiliki pengetahuan tentang fakta sejarah,
peristiwa sejarah, fakta disiplin lain, generalisasi dan teori disiplin lain yang harus mereka terima



sebagai sesuatu yang “terkait” tetapi pada gambaran peta kognitif mereka hanya merupakan
sesuatu yang tidak mereka fahami dan menjadi beban hafalan. Oleh karena itu makalah ini lebih
memberikan fokus pada pengembangan cara berfikir dalam pendidikan sejarah dan terutama
berfokus pada cara berfikir kritis yang merupakan dasar dalam berfikir baik cara berfikir
keilmuan terlebih-lebih cara berfikir di masyarakat yang sangat komprehnsif dan tidak saja
interdisiplin atau pun multi-disiplin tetapi juga transdisiplin (transdisciplinary apparoach)’

KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS

Tujuan pendidikan untuk menghasilkan manusia cerdas hanya dapat dikembangkan dengan baik
apabila semua aspek kecerdasan yang dikemukakan Gardner (2000) dan ditambah dengan
kecerdasan emosional berhasil dikembangkan dengan baik pada diri setiap peserta didik.
Manusia cerdas mengandung makna bahwa ia berfikir cerdas, melakukan sesuatu pada waktu
yang tepat dengan tindakan yang tepat pula, dan bersikap terhadap sesuatu secara cerdas. Sumber
dari kegiatan berfikir cerdas, melakukan, dan bersikap cerdas ada pada memori yang dimiliki
seseorang. Gordon (2003) dalam bukunya yang berjudul "Intelligent Memory” membagi memori
manusia dalam dua kategori yaitu memori biasa (ordinary memory) dan memori cerdas
(intelligent memory). Mengenai kedua jenis memori tersebut Gordon (2003:1-2) menulis:

While ordinary memory is where we keep specific facts, Intelligent Memory is
where we keep connection and meaning. Ordinary memory is conscious and
relatively slow-we are often aware of the effort involved in trying to remember a
name or a date — but Intelligent Memory is quick, effortless, and usually
unconscious. It’s responsible for almost everything we do with our senses, our
minds, and our muscles.

Memori cerdas adalah hasil dari proses pendidikan yang panjang dan terus menerus mengenai
berfikir kritis. Harris (2001) dalam tulisannnya yang berjudul “Introduction to Critical
Thinking”, mengemukakan bahwa berfikir kritis adalah “a habit of cautious evaluation, an
analytic mindset aimed at discovering component parts of ideas and philosophies, eager to weigh
the merits of arguments and reasons in order to become a good judge of them”. Dari definisi
Harris ini jelas tergambarkan bahwa kemampuan berfikir kritis adalah suatu habit, suatu
kebiasaan. Ini adalah suatu definisi yang sangat mendasar menggambarkan kemampuan berfikir
kritis. Suatu kebiasaan adalah kemampuan yang harus dikembangkan melalui pendidikan, dalam
suatu proses panjang, terus menerus dan berkesinambungan sebagaimana halnya dengan
pendidikan yang mengembangkan ketrampilan, nilai, dan sikap. Disamping panjang dan
berkesinambungan, proses pendidikan untuk mengembangkan kebiasaan memerlukan proses
penguatan sehingga akhirnya kebiasan itu menjadi bagian dari jati diri seseorang
(characterization). Dalam realita kurikulum maka kemampuan berfikir kritis sebagai suatu
kebiasaan harus dikembangkan melalui setiap pokok bahasan sehingga terbentuk suatu
kesinambungan dan melalui berbagai mata pelajaran sehingga terjadi proses penguatan kebiasaan
dalam setiap bidang kajian.

" Mengenai transdisciplinary appeoach dapat dibaca dalam makalah yang disajikan penulis di UNJ dengan judul
“Transdisciplinarity dalam Pendidikan dengan Referensi Khusus pada Kurikulum” pada tanggal 29-10-2007



Berdasarkan prinsip yang telah dikemukakan di atas, untuk mengembangkan kebiasaan berfikir
kritis sehingga menjadi miliknya (characterization), setiap peserta didik yang belajar sejarah
harus berlatih sejak masa awal sampai ia mengikuti pelajaran sejarah di sekolah di SD,
dilanjutkan pada waktu belajar SMP dan SMA/SMK bahkan sampai ke perguruan tinggi.
Pengembang kurikulum pendidikan sejarah harus dapat menentukan jenjang kemampuan yang
harus dimiliki seseorang yang menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, mereka yang akan
mengikuti pendidikan di SMA/SMA, dan mereka yang ke perguruan tinggi (S1, S2, dan S3). Ini
merupakan tantangan yang harus dijawab dengan tepat dan jelas. Jika para pengembang
kurikulum tidak memikirkan hal ini dan mengembangkannya dalm kurikulum pendidikan sejarah
maka pendidikan sejarah akan tetap dalam posisi seperti yang dikeluhkan di bagian awal tulisan
ini: kurikulum pendidikan sejarah hanya akan jadi beban hafalan peserta didik, tidak menjadikan
peserta didik semakin cerdas kecuali semakin banyak tahu, dan tidak pula mampu
mengembangkan semangat kebangsaan yang penuh daya saing positif.

Berfikir kritis adalah suatu konsep. Setiap konsep memiliki atribut dan satu konsep dibedakan
dari konsep lainnya berdasarkan atribut yang dimilikinya dan struktur atrbut tersebut.® Menurut
Harris (2001) kemampuan berfikir kritis memiliki empat atribut. Seseorang baru dapat dikatakan
memiliki kemampuan berfikir kritis apabila menguasai atau memiliki kemampuan keempat
atribut tersebut. Keempatnya adalah analisis, perhatian atau attention, kesadaran atau awareness,
dan pemberian pertimbangan yang independen.

Analisis adalah kemampuan untuk memecahkan bagian-bagian dari suatu informasi, melakukan
pengelompokkan bagian-bagian informasi atau informasi, menentukan keterkaitan antara satu
informasi dengan informasi lain baik dalam hubungan sebab-akibat atau pun dalam hubungan
lainnya (korelasi atau kontribusi), dan kemampuan menarik kesimpulan mengenai basic idea(s)
suatu informasi. ° Ketrampilan yang banyak dari analisis ini memberikan kesempatan kepada
para pengembang kurikulum pendidikan sejarah untuk menentukan ketrampilan mana yang akan
dikembangkan lebih dulu dan mana yang kemudian. Pada dasarnya semua kemampuan tersebut
dapat dikembangkan pada waktu bersamaan namun harus diakui bahwa pada jenjang tertinggi
yaitu habitual atau karakterisasi baru dapat tercapai setelah seseorang menyelesaikan paling tidak
pendidikan dasar 9 tahun. Kemampuan tersebut kemudian dikembangkan terus sampai yang
bersangkutan di perguruan tinggi.

Attention atau perhatian adalah sesuatu yang seringkali diabaikan dalam pendidikan sejarah.
Padahal menurut Harris (2001) suatu kemampuan berfikir kritis baru akan menjadi suatu habit
apabila peserta didik memberikan perhatian. Perhatian tersebut harus dikembangkan terhadap
materi pelajaran, fenomena yang ada di sekitar peserta didik, dan fenomena lain yang ada di
Indonesia dan dunia. Kemampuan berfikir kritis akan hilang dan tidak akan menjadi bagian dari
dirinya jika perhatian peserta didik tidak secara sadar dan terus menerus dikembangkan oleh
proses pembelajaran sejarah. Pengembangan perhatian dalam pendidikan sejarah, dimulai dari
peristiwa yang paling menarik perhatian sampai kepada peristiwa yang kurang atau bahkan tidak
menarik perhatian peserta didik. Setiap peristiwa sejarah adalah peristiwa penting dan perlu
mendapat perhatian peserta didik.

& Sebuah konsep memiliki dua atau lebih atribut. Atribut memiliki fakta dan fakta dikembangkan dari data.
Penelitian atau apa yang dikumpulkan dari suatu kenyataan empirik adalah data.
® Suatu informasi dapat berbentuk suatu artikel, suatu buku, suatu benda, suasana, atau sumber lainnya.



Awareness atau kesadaran adalah atribut berfikir kritis yang ketiga. Harris (2001) secara
sederhana merumuskan kesadaran dengan kemampuan untuk melihat apa yang terjadi di sekitar
seseorang (the ability to look around). Atribut berfikir kritis ketiga ini jelas menunjukkan bahwa
pendidikan sejarah harus mengubah orientasi kurikulumnya dari sesuatu yang terpisah dari
kehidupan keseharian peserta didik menjadi sesuatu yang penuh keterkaitan dan dapat diterapkan
dalam kehidupan keseharian peserta didik. Kurikulum pendidikan sejarah harus memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk melihat apa yang ada di sekitarnya dan melakukan
eksplorasi kesejarahan mengenai apa yang dilihat di sekitarnya. Melalui cara ini maka pada
peserta didik tertanam kebiasaan untuk selalu melihat apa yang ada di sekitarnya,
memperhatikannya, dan mengembangkan apa yang diperhatikan tersebut menjadi suatu kajian
kritis. Oleh karena itu kurikulum pendidikan sejarah, terutama untuk pendidikan sejarah jenjang
pendidikan dasar, haruslah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperhatikan
apa yang terjadi di lingkungan peserta didik dimulai dari lingkungan terdekatnya.

Pemberian pertimbangan yang independent atau “independent judgement” adalah atribut
keempat dari kemampuan berfikir kritis. Harris (2001) merumuskan kemampuan ini dengan “the
ability to form independent judgments based on good evidence”. Jadi kemampuan pemberian
pertimbangan atau evaluasi haruslah berdasarkan bukti-bukti yang ada dan valid. Ini bukan
kemampuan mudah dan dalam kategori Bloom ini ditempatkan sebagai kemampuan kognitif
tertinggi. Pertimbangan atas bukti-bukti yang valid atau sahih bagi pendidikan sejarah
merupakan suatu kompetensi yang penting atau bahkan dapat dikatakan mendasar. Penafsiran
sejarah pada dasarnya adalah proses pemaknaan (penilaian) berdasarkan bukti-bukti yang valid.
Pendidikan sejarah yang berhasil mengembangkan kemampuan ini memberikan alat kehidupan
kritis bagi peserta didik. Peserta didik yang memiliki kemampuan pemberian pertimbangan
berdasarkan bukti-bukti yang valid akan menjadi manusia terdidik yang kritis dan yang tidak
mudah terjerumus oleh informasi yang bersifat gossip atau tak berdasar. Manusia cerdas
demikian akan selalu mampu menerapkan apa yang telah dipelajarinya dari pendidikan sejarah
dalam kehidupan kesehariannya. Manusia cerdas dengan kualitas yang berfikir kritis seperti ini
adalah tujuan pendidikan bagi kurikulum pendidikan sejarah. Manusia yanag demikian menurut
Harris (2001) adalah manusia yang “learning to analyze and examine ideas, learning how the
manipulators work, learning to be cautious and sympathetic and open to a range of possibilities”.

Manusia cerdas adalah juga manusia yang mampu mengambil pelajaran dari orang lain dan tidak
harus melalui pengalaman dirinya. Seseorang yang belajar dari pengalaman dirinya untuk suatu
keputusan, tindakan, sikap, dan prestasi yang lebih baik di masa depan adalah manusia cerdas.
Untuk itu ia memerlukan kemampuan analisis apa yang salah dan perlu diperbaiki serta apa
yang benar dan perlu dikembangkan terus di masa mendatang. Untuk belajar dari pengalaman
sendiri ia juga harus mau memberikan perhatian kepada pengalaman dirinya, mengkaji
pengalaman tersebut, dan pertimbangan tentang apa yang telah dialaminya berdasarkan bukti-
bukti dan bukan emosi.

Manusia cerdas harus pula belajar dari pengalaman orang lain yang terjadi dalam dimensi waktu
dan ruang yang berbeda dari dirinya. Manusia cerdas harus memberikan perhatian, melakukan
analisis, menentukan apa yang baik dan tidak baik mengenai apa yang sudah terjadi, menentukan
mana yang masih relevan dan dapat dikembangkan untuk kehidupan masa kini dan masa



mendatang, dan mampu menerapkannya bagi kehidupan dirinya dan masyarakat. Pengalaman
manusia lain baik pengalaman yang bersifat individu mau pun dalam kelompok (sosial, politik,
budaya, ekonomi) tersedia dalam jumlah yang hampir tak terbatas dalam sejarah ummat
manusia. Manusia cerdas dapat belajar dari pengalaman pribadi-pribadi penemu dunia seperti
Archimedes, Plato, Newton, Watts, Ford, Benz, Einstein, penemu-penemu nasional, dan dari
biografi tokoh-tokoh sejarah yang banyak. Pendidikan sejarah tidak akan kekuarangan materi
pendidikan untuk mengembangkan manusia cerdas.

Belajar dari pengalaman orang atau kelompok lain, bukan menghafalkan apa yang mereka
lakukan, adalah tugas utama pendidikan sejarah. Ungkapan “historia magistra vitae” (sejarah
adalah guru kehidupan) baru akan terealisasikan jika peserta didik diberi kesempatan untuk
belajar, dan sekali lagi bukan menghafal, dari pengalaman orang dan kelompok lain. Untuk itu
memang kurikulum dan proses pendidikan sejarah harus mengalami perubahan dari apa yang
sudah pernah dikembangkan pada masa-masa yang lalu. Belajar dari kelemahan dan kesalahan
dari apa yang sudah terjadi pada kurikulum dan proses pendidikan sejarah masa lalu untuk
dianalisis, dilakukan pertimbangan-pertimbangan dan dijadikan landasan bagi kurikulum dan
proses pendidikan sejarah masa kini dan masa depan adalah sesuatu yang harus dilakukan
(condition sine qua non).

Bagaimana aplikasi pendapat Harris dalam kurikulum pendidikan sejarah untuk SMP dan SMA
terutama dalam konteks keterkaitannya dengan kemampuan berfikir historis. Kemampuan
berfikir kritis dalam sejarah adalah kemampuan mencari dan menentukan sumber informasi yang
valid, kemampuan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sejarah, kemampuan
menglompokkan informasi tersebut dalam berbagai klasifikasi, kemampuan menentukan
hubungan antar informasi dalam klasifikasi dan antar kelasifikasi, kemampuan memberi makna
terhadap hubungan informasi, kemampuan membangun cerita sejarah. Kemampuan dalam
membangun keterkaitan antar informasi haruslah berdasarkan kemampuan dalm menerapkan
pemahaman mengenai hubungan sebab-akibat dan kemampuan interpolasi. Kemampuan
memberi makna terhadap hubungan tersebut dilandasi oleh pemahaman mengenai berbagai
hubungan antara berbagai faktor yang dikembangkan oleh disiplin ilmu lain yang berkenaan
dengan kehidupan masyarakat. Kemampuan-kemampuan ini adalah sesuatu yang dapat
membantu seorang peserta didik dalam memahami tulisan sejarah yang ada pada buku-buku
sejarah tetapi juga membantu dalam memberikan makna terhadap informasi-informasi lepas
yang telah dikumpulkan, dan keterkaitan informasi yang sudah dikembangkan dari klasifikasi-
klasifikasi informasi.

BERFIKIR KRITIS DAN KOMPETENSI KURIKULUM SEJARAH

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Diknas nomor 23 tahun 2005 ada sejumlah Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki peserta didik tamatan SMP dan SMA. Diantara
kompetensi tersebu, yang terkait dengan ketrampilan berfikir kritis dalam pendidikan sejarah
adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas



2. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam
lingkup nasional

3. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain
secara logis, kritis, dan kreatif

4. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya

5. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan
sehari-hari

6. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik

7. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun
8. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat
9. Menghargai adanya perbedaan pendapat

10. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta
memperbaiki kekurangannya

11. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan
pekerjaannya

12. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan
inovatif

13. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan
keputusan

14. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri
15. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik

16. Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial

17. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab

18. Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok

Kompetensi tersebut baru dapat dikuasai dengan baik jika dilandasi dengan kemampuan berfikir
ktitis. Mungkin tidak sulit memehami keterkaitan antara beberapa kompetensi seperti
kemampuan menganalisis, berfikir logis, berfikir kreatif dan inovatif, menghasilkan karya
kreatif, mencari dan menerapkan informasi dengan kemampuan berfikir kritis. Bagaimana
dengan kompetensi seperti menerapkan nilai-nilai kebersamaan, mengembangkan diri,
memanfaatkan lingkungan, menghargai keragaman budaya, dan sebagainya. Adalah sesuatu
yang tak dapat dihindari adalah menerapkan nilai-nilai kebersamaan hanya dapat dilakukan
dengan baik dan bermakna positif jika dilandasi kemampuan dengan suatu kesadaran tentang
adanya perbedaan tersebut, menganalisis perbedaan-perbedaan tadi dalam konteks sosial yang
ada, dan mengambil keputusan yang bersifat independen mengenai apa yang harus dilakukan.
Demikian pula dengan kompetensi memanfaatkan lingkungan yang juga memerlukan berbagai
atribut dari kemampuan berfikir kritis, dan seterusnya.



LANDASAN DAN PRINSIP PENGEMBANGAN KTSP

Bagaimana pengembangan kemampuan berfikir kritis dalam KTSP mata pelajaran sejarah?
Sesuai dengan ketetapan pada Permen nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, KTSP
dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini:

a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan
lingkungannya

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi
sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta
didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta
didik serta tuntutan lingkungan.

b. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta
didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama,
suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum
meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan
pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan
kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum
mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan  melibatkan pemangku kepentingan
(stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan,
termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja.
Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir,
keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan
keniscayaan.

e. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian
keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara
berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

f. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum



g.

mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan
informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu
berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan
kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan
memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip tersebut harus ditambah lagi dengan berbagai langkah praktis. Mansilla dan
Gardner (2008:19) memberikan empat langkah yang sangat baik untuk digunakan guru ketika
akan mengembangkan kemampuan berfikir kritis dalam pendidikan sejarah. Keempat langkah
tersebut adalah:

1.

Identify essential topics: dalam hal ini adalah topik atau pokok bahasan sejarah yang
menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia dan memiliki keterkaitan yang tinggi
dengan kehidupan masa kini. Prinsip ini tidak ekslusif berkenaan dengan sejarah
masa Kini tetapi dapat pula berkenaan dengan peristiwa sejarah yang sudah tua sekali
pun.

Spend considerable time on these few topics, studying them deeply. Artinya guru
harus memberikan alokasi waktu yang lebih lama dalam membahas setiap topik.
Kemampuan berfikir kritis pada diri peserta didik dikembangkan melalui topic-topik
pilihan ini.

Approach the topics in a number of ways. Cara-cara yang digunakan berkenaan
dengan cara peserta didik belajar dan mengembangkan kemampuan untuk setiap
atribut kemampuan berfikir kritis. Berdasarkan cara belajar yang dilakukan peserta
didik maka guru menentukan metode mengajar. Metode mengajar guru ditetapkan
setelah menentukan berbagai cara peserta didik untuk belajar mengembangkan
kompetensi yang diperlukan. Metode mengajar yang digunakan guru bukan untuk
mencapai tujuan tetapi cara belajar peserta didik yang dikembangkan untuk mencapai
tujuan. Metode mengajar untuk membantu peserta didik mengembangkan cara
belajar.

Develop performances of understanding. Perfomances of understanding invite
students to think with knowledge in multiple novel situations; they show whether
students can actually make use of classroom material once they step outside the door.

ASESMEN HASIL BELAJAR SEJARAH

Kompetensi tberbentuk pengetahuan, sikap, ketrampilan, minat, dan kebiasaan (habit) yang
berkenaan dengan kualitas kemanusiaan yang diharapkan. Asesmen yang dilakukan saat
sekarang mengharuskan peserta didik hanya menguasai apa yang seharusnya dikuasai dan



mengabaikan apa yang menjadi hasil belajarnya. Teori mengenai asesmen pada saat kini hanya
bersifat linear antara apa yang dipelajari di kelas dengan apa yang seharusnya dimiliki peserta
didik. Teori tersebut mengabaikan suatu hal penting dan mendasar yaitu apa yang dikuasai
peserta didik dari pengalaman belajar di kelas, di sekolah, dan di masyarakat sehingga dia
menjadi manusia dewasa dengan kemampuan berfikir kritis dan kemampuan lain yang
dinyatakan di bagian awal tulisan ini. Hasil belajar peserta didik bukanlah suatu hasil linear dari
hanya pengalaman di kelas tentang materi ajar. Di kelas mereka berinteraksi dalam kelompok
dan dalam kelompok itu yang bersangkutan menerapkan kemampuan berfikir kritisnya, demikian
pula di luar kelas dalam lingkungan sekolah, di masyarakat dan di rumah. Pengalaman-
pengalaman tersebut memebntuk kepribadiannya, kesadaran mengenai lingkungan, menganalisis
situasi yang ada, melakukan berbagai pertimbangan dan keputusan independent. Dari hasil
belajar yang demikian maka asesmen hasil belajar tidak boleh hanya membatasi dirinya terhadap
apa yang dikembangkan di kelas dalam suatu proses belajar yang formal, terencana, dan terbatas
waktunya. Impelemntasi kurikulum sejarah yang mengembangkan kemampuan berfikir kritis
harus meninggalkan keterbatasan itu dan membuka dirinya pada apa yang telah dimiliki peserta
didik selain dari apa yang seharusnya dimiliki. berbasis kompetensi pelaksanaan semacam itu
sudah harus ditinggalkan. Perubahan orientasi dan pelaksanaan asesmen ini mutlak dilakukan
dalam implementasi kurikulum sejarah berbasis kompetensi.

Apa yang dinilai dalam asesmen hasil belajar sejarah adalah:

- pengetahuan mengenai dan pemahaman terhadap peristiwa sejarah
lokal dan nasional

- kemampuan mengkomunikasikan pemahamannya mengenai peristiwa
sejarah dalam bahasa lisan dan tulisan

- kemampuan menarik pelajaran/nilai dari suatu peristiwa sejarah

- kemampuan menerapkan pelajaran/nilai yang dipelajari dari peristiwa
sejarah dalam kehidupan sehari-hari masa kini

- sensitivitas dalam masalah sosial dan kemampuan menggunakan
pelajaran dari peristiwa sejarah untuk solusi masalah-masalah sosial
masa kni

- kemampuan melakukan kritik terhadap sumber

- kemampuan berfikir historis dalam mengkaji berbagai peristiwa
sejarah dan peristiwa politik, sosial, budaya, ekonomi yang timbul
dalam kehidupan keseharian masyarakat dan bangsa

- memiliki semangat kebangsaan dan menerapkannya dalam kehidupan
kebangsaan

Untuk itu maka asesmen hasil belajar kurikulum sejarah harus memperhatikan hal-hal seperti
berikut:
- frekuensi asesmen yang harus dilakukan secara teratur dan pada setiap
akhir suatu pertemuan;
- alat asesmen yang digunakan yang mampu memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk mengungkapkan apa yang telah dimiliki
baik yang seharusnya mau pun yang berkembang “diluar seharusnya”;



- prosedur dan pelaksanaan asesmen yang tidak menakutkan tetapi
menyenangkan sebagai kesempatan bagi peserta didik untuk
mendapatkan masukan terhadap hal-hal yang masih perlu dikuasai;

- feedback mechanism yang memperhatikan kepentingan peserta didik.
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SMP/MTs
19. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja
20. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri
21. Menunjukkan sikap percaya diri
22. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas

23. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam
lingkup nasional

24. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain
secara logis, kritis, dan kreatif

25. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif
26. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya

27. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan
sehari-hari

28. Mendeskripsi gejala alam dan sosial
29. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab
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30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menghargai karya seni dan budaya nasional

Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya
Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang
Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun

Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat
Menghargai adanya perbedaan pendapat

Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana

Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris sederhana



